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ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI
DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

Oleh
Agnes Septiani
NIM 12110241021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kebijakan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Analisis
kebijakan ini terkait proses kebijakan dan pendekatan perurkabgakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
subjek penelitian terdiri dari kepala dan staff bidang pendidikan dasar Kabupaten
Bantul. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan
dokumentasi. Keabsahalata diuji menggunakan trianggulasi sumber dan teknik,
kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) kebijakan UKS di DirRendidilan
Dasar Kabupaten Bantul diawali dengan adanya SK Bupati mengenai
Pembentukan Tim Pembina UKS (TKS), dan juga tiga program kerja UKS
yaitu Program Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokter Kecil, dan Program
Pemberian Susu untuk Anak SD/Mi, 2) Tahap Analisis kebijakan UKS pada
ketiga program tersebut terdiri atas: a) Pengasuagenda kegiatan. Program
lomba sekolah sehat dan lomba dokter kecil, agenda disusun berdasarkan
pedoman lomba untuk tingkat nasional. Sedangkan program pemberian susu
untuk anakSD/MI dinas pendidikan dasar tidak melakukan penyusunan agenda,
karena ke@tan disusun oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Pendekatan
perumusan kebijakan yang digunakan adatalmpower approach; bJrormulasi
kegiatan untuk ketiga program dilakukan oleh pemerintah pusat, dinas sebagai
pelaksana. Pendekatan perumusan kebijakag gigunakan adalamanpower
approach c) Evaluasi dilakukan berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan
manpower approachdinas daerah melakukan monitoring ke sekolah pelaksana
UKS di sekolah. Ditemukannya nHailai yang terkandung dalam program
progam UKS vyaitu nilai percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab.

Kata kunci :Analisis, Kebijakan, dan Usaha Kesehatan Sekolah(UKS)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan. Upaya ini dirasa
tepat dilakukan melalui institusi pedikan sekolah, karena sekolah
merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar
mengaj ar hadadrewmd trhe rPjr aodnoyditu selgplahSyany dapat o ,
meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah yang mencerminkan hidup
sehat bag warga sekolahnya. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang
optimal, terjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik,
terciptanya kondisi yang mendukung, dan tercapainya kemampuan peserta
didik untuk berperilaku hidup sehat.

Di dalam UndangJndangNomer 23 Tahun 1992 dinyatakan bahwa
pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat
yang @timal sebagai salah satu unskesejahteraan umum darijdan
nasional. Selain itu, padgab V pasal 45 disebutkan bahwa

i K€sehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup

sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta

didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan

optimal menjadi sumber dayaanusi a yang I(&Mmi h berk
Pembina Kesehatan Sekolah, 2010)

UndangUndang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa



A Bndidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

dan mengembangkan manusia Indonesgtuhnaya, yaitu manusia

yang bennan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani

dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa

tanggung jawab kemasyarastatdan kebag s a a n i .
Untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendiknaskesle
Menag, dan Mendagri Nomor2/P/SKB/2003, Nomor: MA/230B/2003,
Nomor. 445404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang tim Pembina Usaha
Kesehatan Sekolah menjadi landasan hukutama terciptanya kebijakan
tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu kebijakan
pendidikan sebagai upaya untuk mencapai generasi sehat sekolah dikenal
dengan promosi kesehatan sekolah.

Health Promoting Schoobldalah sekolah yang telaimelaksanakan
UKS dengan circiri melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, puskesmas serta
semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah, menciptakan
lingkungan sekolah yang sehat dan aman, memberikan pendidikan kesehatan
di sekolah, memberikaakses terhadap pelayanan kesehatan, ada kebijakan
dan upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan berperan aktif dalam
meningkatkan kesehatamasyarakat. (Depkes RI, 20048kar dari sekolah
sehat adalah pendidikan kesehatan dan lingkungan sekdiah ($@nu &
Rimpela, 2002).

Tim Pembina UKS dalam Isroi (2012;8)menyebutkan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS) adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan

kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan

mulai Taman Kanakanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas,



Kejuruan, atau pun AliyafSMA/SMK/MA). UKS merupakan upaya terpadu
lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang
beradadi sekolah dan perguruan agama. UKS merupakan kegiatan sekolah
yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sekolah, baik untuk siswa
maupun guru atau karyawan di sekolah tersdbeiaksanaan UKS dingkat
pendidikan dasar (TK dan SD) berbeda dengagkéin menengah (SMP dan
SMA). Pelaksanaan UKS pada tingkat pendidikan menengah lebih difokuskan
pada upaya preventif perilaku beresiko seperti penyalahgunaan NAPZA
(Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), kehamilan tidak diinginkan,
abortus yang idak aman, infeks menular seksual, kesehatan reproduksi
remaja, kecelakaan dan trauma lainnya. Perilaku ini rentan dilakukan remaja
karena sesuai dengan ciri dan karakteristik remaja yang selalu ingin tahu, suka
tantangan dan ingin colmmba hal baru.

Namun, selama ini masih terdapat sekofahg beranggapan bahwa
pelaksanaan UKS hanya sebatas pada adanya ruang UKS saja terutama di
sekolah dasar (SD). Bahkan, UKS di sejumlah sekolah dasar pemanfaatannya
tidak optimal. Hal ini disebabkan karena apabitwva SD tibaiba merasa
tidak sehat, pihak sekolah langsung menghubungi orang tua untuk
menjemput anaknya. Padahal pelaksanaan UKS adalah terlaksananya TRIAS
UKS yaitu lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, pendidikan kesehatan,

dan pelayanan kesehatdirsekolah secara utuh.



Dalam pelaksanaan progrddKS ditinjau dari segi sarana prasarana,
pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung sekolah,
makanan sehahari atau gizi, kesehatan gigi, dan kesehatan pribadi dari
evaluasi dan pengamnen yang dilakukan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2012),
selama inpulamasihmemperlihatkan bahwa prinsip hidup sehat dan derajat
kesehatan peserta didik dirasakan belum tercagagiatan pendidikan
kesehatan lebih bersifat pengajaran, penambahan pengetahuan dan kurang
menekankan pada segi praktis yang dapat diaptikaspada kehidupan
seharihari.

Pelayanan kesehatan pada peserta didik melipptomotif
(peningkatkan kesehatarpreventif(pencegahankuratif (pengobatan)dan
rehabilitatif (pemulihan) Sedangkan pembinaan lingkungan sekolah sehat
lebih ditekankan pada lingkungan fisik, ment@én sosial. Disamping itu,
koordinasi dalam pelaksanaan program belum terjalin dehgén pada
setiap jenjang Tim Pembina UKS. Oleh karena itu perlu pemberdayaan Tim
Pembina UKS dan Tim Pelaksana dalam rangka memantapkan pelaksanaan
program UKS ke depan.

Secara umum sasaran upaya kesehatan ditinjau dari cakupan sekolah,
peserta didik dikitkan dengan wajib belajar, mutu pendidikan, ketenagaan
dan sarana prasarana belum seimbang dengan tujuan UKS. Selain itu,
kurangnya sumber daya manusia (SDM) seperti kurangnya guru yang

mengajar pendidikan kesehatan atau guru yang menangani UKS dan kade



kesehatan sekolah yang terlatih dalam bidang kesehatan baik pendidikan dan
pelayanan (Kemendikbud Direktorat Jendral Pendidikan, 2012).

Implementasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantul dapat dikatakan baik, terbukti berdasarkan yalg@nogram sekolah
sehat yang dilombakan setiap tahunnya untuk tingkat kecamatan, tingkat
kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional pada tahun 2013
hingga tahun 2015, sekolah di wilayah Kabupaten Bantul berhasil menjadi
juara di tingkat nasnal untuk kategori kinerja terba(kest performancajan
kategori pencapaian terbaflkest achievementPada tahun 2013, SD Negeri
Tamanan Bantul meraih juara 1 tingkat nasional pada kategori pencapaian
terbaik. Pada tahun 2014, SD Negeri Ngrukemamnaetan Kasihan Bantul
berhasil meraih juara 1 tingkat nasional kategori kinerja terbaik. Tahun 2015
untuk kategori pencapaian terbaik, juara 1 tingkat nasional berhasil diraih oleh
SD Negeri 1 Bantul (Sumber Depkes.go.id).

Dilihat dari hasil tersebut, UKSli Kabupaten Bantul untuk jenjang
sekolah dasar lebih baik dibandingkan di kabupaten lain yang masih dalam
satu wilayah. Dalam tiga tahun terakhir khususnya, Kabupaten Bantul selalu
masuk 3 besar nasional mengalahkan Kabupaten Sleman, Gunung Kidul,
Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, yang notabene berada dalam satu provinsi
dengan Kabupaten Bantul. Artinya, kebijakan UKS dari Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantul berhasil diinterpretasi dan diimplementasi dengan
baik di sekolah. Akan tetapi, keberhasilan ftdak disebarluaskan kepada

daerah lain yang berada dalam satu wilayah.



Sebagai salah satu kebijakan lintas sektoral, UKS adalah salah satu
kebijakan pendidikan dimana dinas pendidikan merupgkalicy maker
(pembuat kebijakan) dagecision makefpembuat keputusan) untuk instansi
atau lembaga dbawahnya, serta implementator kebijakan yang berasal dari
instansi atau lembaga yang beradatdsnyaDinaspendidikansebagapolicy
maker dan decision makerbekerjasama dengan Tim Pembina Kesehatan
dalam membuat suatu kebijakduKS tidaklah mudah, perlu melewati
serangkaian proses kebijakan

Proses kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase
kegiatan untuk membuat suatu kebijakan. Proses patau kebijakan adalah
serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan waktu. Tahapan
tersebut yaitu tahap penyusunan agenda kebijakan, tahap perumusan alternatif
(formulasi kebijakan), tahap penetapan kebijakan, tahap implementasi
kebijakan, dan &hap evaluasi kebijakan. Nugroho (2011: 98) menyebutkan
kebijakan publik ini bukanlah sesuatu yang bisa dimma@inkan, dibuat
secara sembarangan, dilaksanakan secambrono, dan tidak pernah
dikontrol atau dievaluasi.

Sejauh ini penelitian mengenai UK8&anya sebatas pada tahap
implementasi kebijakan saja. Tidak membahas bagaimana proses perumusan
kebijakan tersebut ditetapkan dan masatwsalah apa saja yang ada di
lapangan yang perlu diberi solusi pemecahannya, sehingga masih terdapat
sekolah yang peksanaan UKS nya tidak berjalan secara optitdabijakan

UKS haruslah berorientasi pada permasalahan yang muncul di lapangan



maupun berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai Dielas Pendidikan
Dasar Kabupaten BantuRersiapan yang matang akan menkaarisolusi
yang teat untuk permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui dinas selaku
implementator kebijakan mengimplementasi dan menginterpretasi kebijakan
UKS yang berasal dari pusat, serta posisi dinas selakay makerserta
decision makemembuat rumusan kebijakan UKS yang berhasil diterapkan di
sekolahs e k 0 | a h . Ma k a , penting d Anblisik u k a n
Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan DasaKabupaten Bantul Provinsi
Daerah | st i me wWanelitiao @iydatatzkant uatdk. mengetahui
bagaimana analisis kebijakan UKS Kdinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantulterkait proses pembuatan kebijakan dan fakiktor yang berpengaruh
dalam proses perumusan kebijakan secara keseluruhan, tidak haaye dal
proses implementasi UKS di sekolagkolah, tetapi mulai dari tahap awal
perumusan masalah hirgggvaluaskebijakan UKS
. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa Imasala
antara lain sebagai berikut:

1. Masih ada sekolah yang beranggapan pelaksanaan UKS hanya sebatas
adanya ruang UKS dan peralatan P3K.

2. Pelaksanaan pgram UKS belum sesuai yangiharapkan.

3. Koordinasi pelaksanaan program belum terjalin dengan baik di setiap

jenjang.



4. Pemanfaatan UKS di sejumlabkolah tidak optimal.

5. Sasaran upaya kesehatan ditinjau dari cakupan sekolah, peserta didik
dikaitkan dengan wajib belajar, mutu pendidikan, ketenagaan dan sarana
prasarana belum seimbang dengan tujuan UKS.

6. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menahgja8.

7. Keberhasilan UKS di Kabupaten Bantul tidak disebarluaskan ke kabupaten
lain yang masih dalam satu wilayah

8. Penelitian UKS yang ada hanya sebatas pada tahap implementasi, tidak
membahas proses perumusan kebijakan dan masalsélah yang ada di
lapangan.

. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah

penelitian pada kegiatan Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Pembatasan masalah ini

dilakukan agar petisan menjadi lebih terfokus dan bisa memberikan hasil

yang maksimal. Pembatasan masalah dilakukan pada analisis perumusan
kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifi|d masalah dan batasan masalah yang telah

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan

Dasar Kabupaten Bantul?



2. Bagaimana analisis perumusankebijakan Usaha Kesehatanekdlah

(UKS) di Dinas Pendidikabasar Kabupaten Bantul
E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendkripsikan kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupai&amtul.

2. Mengetahuidan mendeskripsikarhasil analisis perumusankebijakan
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas PendidiBasar Kabupaten
Bantul.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. ManfaatTeoritis
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan UKS di Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Secara teoritis penelitian ini
diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki
dan mengembangkan UKS di Dinas Pendidikasdd&abupaten Bantul
dan sekolah yang berada tawah binaannyaDiharapkan melalui
penelitan ini menjadi suatu pertimbangan dalam perumusan kebijakan
pendidikan serta memberikan informasi mengenai hasil analisis kebijakan
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)Rinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil penelitian ini dapat

sebagai pijakan untuk mengembangkan penelimelitian sejenis.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Prodi Kebijakan Pendidikan
Menambah referensi dan informasi aal merumuskan suatu
keputusan kebijakan pendidikan.

b. Bagi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, informasi dan sebagai
acuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang baiknkgia
dengan UKS serta menjadbalan koreksi dalam menganalisis
kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. BagiPenelitiSdr/Peneliti lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga
wawasan baru bagi peneliti dan pemedélanjutnya mengenai analisis

kebijakan Usaha Kesehatan SekqdKs).
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka penelitian ini akan dikaji tentang Kebijakan Publik,
Analisis Kebijakan, Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penelitian yang
relevan, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Kajian Kebijakan Publik
membahas mengenai pengantikebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan
implementasi kebijakan. Kajian Analisis kebijakan membahas mengenai
pengertian analisis kebijakan, bentuk analisis kebijakan, dan aneka pendekatan
dalam perumusan kebijakan. Pada kajian Kebijakan UKS membadgenai
Pengertian UKS, Sasaran UKS, Landasan hukum UKS, Tujuan UKS, Ruang
lingkup UKS, serta Sarana dan prasarana UKS.
A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan
Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7),

mendefinisikan kebijakan sebagai segkaian tindakan atau kegiatan yang

diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatembatan (kesulitakesulitan) dan

kesempatatkesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

tersebut dalam regka mencapau tujuan tertentu.

Lain halnya definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Sudiyono
(2007:1), kebijakan merupakan sebuah rekayasa sogsakial
engineering) Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan

oleh pemerintah. Tentu sajannusan kebijakan ini secara essensial sesuai
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dengan permasalahan yang ada. Persoalan yang sering terjadi adalah
formulasi kebijakan sebagai sebab arfisial bukan permasalahan pokoknya,

sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan

kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
merupakan suatu serangkaian proses kegiatan seseorang atau kelompok
yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

2. Pengertian Analisis Kebijakan

Lasswell dalam Dunn (2003:1) menagatakaalisis kebijakan adalah
aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan
kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan proses pembuatan kebijakan
analis kebijakan meneliti sebab, akibat, dareka kebijakan dan program
publik. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang
ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan
pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan
mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara besaarmaa
membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear.
Aktivitas-aktivitas berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses
kebijakan yag bersifat kompleks, tidak liei, dan pada dasarnya bersifat
politis.

Analisis kebijakan menurut Budi Winarn@005:27) berhubungan
dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dasgkmenskonsekuensi

kebijakan Sedangkan Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1998gnyebutkan
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untuk menperoleh pengertian dasar yang lebih luwes kita perlu mengartikan
analisis kebijakan sebagai acara atau prosedur dalam menggunakan
pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan.
Dalam penelitian ini penulis sependapat dengan pengenialisia
kebijakan yang dikemukakan oleh Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar bahwa
analisis kebijakan merupakan caaa, tahapatahapan, atau prosedur yang
dilakukan seseorang sesuai dengan pemahamannya untuk memecahkan
masalahmasalah kebijakan, sehingga asialikebijakan merupakan aktivitas
menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.

Dunn (2003) mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat

dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikametodologi untuk analisis
kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur
untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan
pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangktahap yang saling
bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan
penilaian kebijakan.

c. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan
proses pembuatan kedian berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai
penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan.
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Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara
pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan
diselabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap
tidak memecahkan masalah baru. Analisis kebijakan diperlukan untuk
mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan.
Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah gadgng dihadapi.
Analisis kebijakan dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan
ataupun di akhir penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan tanpa
mempunyai kecenderungan untuk menyetujui atau menolak kebijakan
kebijakan.

Pada dasarnya texgat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan,
yaitu:

a. Fokus utama adalah mengenai penjelasan/ anjuran kebijakan yang pantas

b. Sebabsebab dan konsekuensi dari kebijakan diselidiki dengan
menggunakan metode ilmiah

c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembaay teoriteori umum yang
dapat diandalkan kebijakd&®bijakan dan pembentukannya, sehingga
dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda
(dalam Tangkilisan, 2003).

. Bentuk Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dilaksanaka@ngan beberapa bentuunn
(2003)mengatakamerdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

a. Analisis kebijakan prospektif
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Analisis kebijakan prqeektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan
kajannya pada konsekuerginsekuensi kebijakan sebelumuatu
kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model pifedik

b. Analisis kebijakan retrospektif
Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan
terhadap  akibaadkibat kebijakan  setelah  suatu kebijakan
diimplementasikanModel ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.

c. Analisis kebijakan integratif
Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis
kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Bentuk analisis
ini memiliki kelemahanhanya karena berkutat pada analisis kebijakan
yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum
kebijakan diterapkan.

Pada umumnya analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga
hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedordatam
melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus tersebut yaitu:

a. Definisi masalah sosial
b. Implementasi kebijakan
c. Akibat-akibat kebijakarfNawawi, 2005)

Dengan memfokuskan kajian pada ketiga hal di atas, proses analisis
kebijakan berusaha mendefinisikan sacgelas permasalahan yang akan
menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah

yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan
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bertugas menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah
dgpat dipecahkan dengan baik. Kebijakan yang telah ditetapkan dan
diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk-akibat
akibat. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan
meramalkan akibat yang dapat ditimbulkan d&eie kebijakan
diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengamahal
sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis
kebijakan berusaha memberikan definygng jelas mengenai kedudukan
suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan,
rekomendasi, atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan,
deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai
kebijakan. Semanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis dalam
rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah.

Selain itu menurut Parsons (2008) analisis kebijakan terbagi menjadi
dua jenis, yaitu analisis untuk kebijakaanélysis for plicy) dan analisis
dalam kebijakarfAnalysis of policy.

1) Analisis untuk kebijakaanalysis for policy)

Analisis ini merupakan analisis yang mencakup advokasi kebijaka
yang berupa riset dan argumgang dimaksudkan untuk memengaruhi
agenda kebijakan diadamdan atau di luar pemerintahaerta informasi
untuk kebijakan sebentuk analisis yang dimaksudkan untuk memberi

informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan, dapat berbentuk anjuran
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2)

atau riset eksternal/internal yang terperinci tentang aspek kuatitatif
judgement al dar i suatu kebijakan. Se
terkait erat dengan penggunaan beragam teknik untuk meninglatan
merasiondlanproses pembuatan kebijakatMenurut Quade dalam

Parsons (2008), misalnya, mengekspresikan p@asharbahwa tujuan
analisis ini adal ah fAimembantu pembuat
yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak ladadi, analisis ini
berhubungan dengan manipulasi efektif dunia nyata. Untuk melakukan

analisis ini harus melalui tigahap:

Pertama, penemuan, yakni usaha untuk menemukan alternatif yang
memuaskan dan terbaik di antara alterratérnatif yang tersedia;
kedua, penerimaan, yakni membuat temuan itu agar bisa diterima
dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau keputu&atiga,
implementasi, yakni menerapkan keputusan kebijakan tanpa ada
perubahan terlalu banyak yang bisa membuat alternative itu
menjadi tidak memuaskan (Quade dalam Parsons, 2008:57)

Analisis dalam kebijakaanalysis of policy)

Analisis dalam kebijakan (analysis of policy) mencakup
determinasi kebijakan yang berkaitan dengan cara patab kebijakan,
mengapa, kapamlan untuk siapa kebijakan dibuat. Analisis kebijakan ini
juga mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia
berkembang dalamhubungannya dengan kebijakan sebelumnya, atau
analisis ini bisa juga didasari oleh informasi yang disediakan oleh
kerangka nilai teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap
kebijakan (isi kebijakan)Dalam penelitian analisis kebijakan UKS di

Dinas Pendidikan Dasar serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non
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formal Kabupaten Bantul, peneliti menggunakan jenis analisis untuk
kebijakan(analysis for policy) karena berdasarkan penjelasannya analisis
jenis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Imeah
kebijakandengan bentuk anjuran atau gerden secara terperinci melalui
tahap penemuan alternatif, penerimaan alternatif, dan implementasi.
Dirasa sesuai untuk meneliti analisis kebijakan dalam proses pembuatan
kebijakan tahap perumusan kebijakaniffatasi kebijakan).

Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum
perumusan kebijakan, atau merupakan proses inisiasi dari perumusan
kebijakan, dengan pendekatan ilmu kebijakan, dengan menggunakan satu
atau kombinasi pendekatan metodolpgialam waktu yang sangat
pendek, dengan produk berupalicy recommendatigratau rekomendasi
kebijakan. Sebuah analisis kebijakan cenderung bersifat subjektif terhadap
klien dan tujuan klien.

Berdasarkan pendapat dari berbagai tokoh di atas analisis
kebjakan lebih menekankan pada perumusan kebijakanaaalysis for
policy. Analysis for policy mencakup lima hal yaitu merumuskan
kebijakan, memprediksi impak kebijakan, memperbaiki isi kebijakan,
memperbaiki implementasi kebijakan, dan memperbaiki prosagkan.

4. Aneka Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan
Kebijakan pendidikan pada umumnya dirancang dan dirumuskan yang
kemudian diimplementasikan. Arif Rohman (2012: 90) mengemukakan

kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara-lmtii lebiklebih yang
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meryangkut persoalan krusial atau persoalan makro, maka hampir pasti
perumusan kebijakan pendidikan tersebut dilandasi oleh suatu faham teori
tertentu. Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan
pengambilan  kebijakan décision makgr terlebih dahulu telah
mempertimbangkan secara masa&sak (rasionalitas, proses, hasil, serta efek
samping yang ada).

Hodgkinson (Arif Rohman, 2012: 90) berpendapat dalam semua jenis
yang ada dalam perumusan kebijakan selalu berkaitan dengan aspek
metapolicy karena akarmmenyangkut hakekatsbstancg sudut pandang
(perspective sikap titude, dan perilaku fehavio) yang tersembunyi
maupun yang nyata dari aktaktor yang bertanggungjawalbletapolicy
mempersoalkan mengapa dan bagaimana sebuah kebijakan (termasuk
penddikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan kajiaretapolicyini bisa
mengarahkan kepada kajian yang bersifat filosofik. Bahwa kebijakan
pendidikan selalu dirumuskan dengan pertimbaygatimbangan filosofis
dan teoritis tertentu.

Arif Rohman (2012: 91) megemukakan terdapat dua pendekatan yang
direkomendasikan kepada para penentu atau berwenang dalam merumuskan
suatu kebijakan pendidikan. Dua pendekatan dalam perumusan kebijakan
pendidikan tersebut antara lain) &ocial Demand Approactdan B Man

PowerApproach Penjelasan hal ini adalah sebagai berikut :
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a) Social Demand Approach

Social demand approachadalah suatu pendekatan dalam
perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pspliaasi,
tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkamudsiarakat. Pada
pendekatan jenis ini para pengambil kebijakaikan terlebih dahulu
menyelami dan mendeteksi terhadap aspirgsng berkembang di
masyarakat sebelum mereka merumuskaibijakan pendidi&an yang
ditanganinya, &hkan kalau perlumereka melakukn hearing dan
menangkap semua aspirasi daawah secaraahgsung. (Arif Rohman,
2012: 91)

Dalam masyarakat yang telah maju, prosksaring atau
penjaringan aspirasinya melalui masyarakat lapisan bagvabsfooj dan
dapat dilakukan melalui banyak camgntohnya dengamnelalui jajak
pendapat, arus wacana yang berkembang, peneldtan, dengan cara
pemilihan umum. Sedangkan bagi masyargkatg belum maju, proses
penjaringan informasinya dapat dilakukdari bawah biasanya melalui
rembug deso jagong sarasehan,perkumpulan di kelurahan, dan
sebagainya.

Pendekatarsocial demandsesungguhnya tidak hanyaerespon
aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya skeftijakan pendidikan,
akan tetapi juga merespon tuntutanasyarakat setelah kebijakan

pendidikandiimplementasikanAdanya partisipasi masyarakat di setiap
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lapisan diharapkan akamenjadi hal baik pada perumusan kebijakan
pendidikan begitu jugdalam implementasi kebijakan pendidikan.

Pendekatan kebutuhan sosiabgial demand approaghdalam
perumuan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tiperumusan
kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakbaru dapat
dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyartgtébih dahulu, sehingga
para pejabat berwenang hanya menunggn selalu menunggu.asun
dari sisi positif, model pendekatani lebih demokratis sesuai dengan
aspirasi dan tuntutan masyarakdan pada saat kebijakan tersebut
diimplementasikan akan selalmendapat dukungan dari masyarakat,
sehingga keberhasilanpelaksanaannya akan tinggdan resiko
kegagalannya akan rendgArif Rohman, 2012: 92)

Jadi peneliti menyimpullkan bahwa pendekatsotial demand
approarch adalah pendekatan dalam perumusan kebijakan berdasarkan
kebutuhan di masyarakat, sehingga dalam pengimplementasiannya dapat
memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

Man Power Approach

Arif Rohman (2012: 924) menjelaskan pendekatan jenis ini lebih
bertumpu pada pertimbangaertimbangan rasional dalam rangka
menciptakan ketersediaan sumber daya mantsia# resource} yang
memadai di masyarakat. Pendekataarpower ini tidak melihat apakah
ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut

dibuatkan suatu kebijakapendidikan tertentu atau tidaketapi yang
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utama adalah menurut pertinmgmnrpertimbangan rasional dan visioner
dari sudut pandang pengambilan kebijakan.

Dalam pendekatamanpower, pemerintah sebagai pimpinan suatu
bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan bisa maju, kalau
memiliki banyak warga yang mempunyai kapasidan kapabilitas yang
memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumberdaya manusia
(human resourcgsyang dapat diandalkan. Salah satu indikator kualitas
masingmasing suatu warga bangsa adalah mengenai pendidikan
formalnya.

Oleh karena itu, pemermh yang memiliki wewenang dan
tanggungawab dalam memimpin warga bangsa untuk merumuskan suatu
kebijakan pendidikanMan-power approachkurang nenghargai yang
namanya demoksa dalam perumusan kebijakan pendidikan, namun
proses perumusan kebijakan pefichth yang ada dapat berlangsung
secara efisien dalam perumusannya, serta lebih berdimensi jangka
panjang.

5. Proses Kebijakan
Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang
dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasaerg#at politis. Proses
pembuatan kebijakan dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan
untuk memudahkan mengdis&s kebijakan publik. Tahapantahapan

kebijakan dapat dikelompokkan oleh Willian N. Dunn (2003) sebagai berikut :
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R Penyusunan Perumusan
anenda
[
p Formulasi Peramalan
Kehiiakan
|
< Adopsi Rekomendasi
Kehiiakan
|
Implementasi
I

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Tahap awal bagi pembuat kebijakan adat@rumuskan masalah dan
menempatkan pada agenda kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu
menemukan asumsasumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab
penyebabnya, memetakan tujuajuan yang memungkinkan, memadukan
pandangaipandangan yang bertenggm, dan merancang peluapgluang
kebijakan baru.

Masalahmasalah diidentifikasi dan dicari solusinya yang disusun
dalam bentuk formulasi kebijakan, berupa perampkmamalan yang
dilakukan pada tahap formulasi memberikan banyak alternatif kebijakan yang

ditawarkan. Peramalan ini dapat menguji masa depan yang plausible, ptensial,
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dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atas

yang diusulkan, mengenali kenddandala yang mungkin akan terjadi dalam

pencapaian tujuan, dan ngetimasi kelayakan dari berbagi pillihan.

Kemudian dipilih yang terbaik dan selanjutnya mencari dukungan dari

pemangku kebijakan.

Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan dan telah
disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan, kabigkabut

harus dilaksanakan oleh badaadan administrasi maupun unit kerja

pemerintah di tingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya

penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah
mampu memecahkan masalah yang diipa oleh masyarakat. Lain halnya
dengan proses kebijakan menurut Anderson dalam Subarsono (2008), yaitu :

a. Formulasi masalafproblem formulation) Apa masalahnya atau apa yang
membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah
tersebut dagt masuk dalam agenda pemerintah.

b. Formulasi kebijakar(formulation) bagaimana mengembangkan pilihan
pilihan atau alternatilternatif untuk memecahkan masalah tersebut?
Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

c. Penentuan kebijakan(adaption). bagaimana alternatif ditetapkan?
Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk

melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang ditetapkan?
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d. Implementasi(implementation) siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

e. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi
dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan
perubahan atau pembatalan?

6. Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakaterdapat langkalangkah untuk mengetahui
apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan dapat
menyelesaikan permasalahan kebijakan. Mazma&igabaier dalam Joko
Widodo (2008: 88)menjelaskan implementasi adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undaimglang, namun dapat pula
berbentuk perintaperintah eksekutif yang penting atau keputusan badan
peradilan.

Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2007) menyatakan bahwa
implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksoadikduk mengoperasikan
sebwah program. Ada tiga pilar akiias dalam mengoperasikan program
tersebut, yaitu:

a. Interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

b. Pengorgaisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit

unit serta metode untuk menjelaskan program agar bisa berjalan
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c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan,
pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau
perlenglapan program.

Joko Widodo (2008: 16) menjabarkan operasional proses implementasi
suatu kebijakan publik yang mencakup tahap interpretasi, tahap
pengorganisasian, dan tahap aplikasi.

a. Tahap interpretasir(terpretation)

Tahap nterpretasi merupakan tahapamnmbaran sebuah kebijakan yang
masih abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.
Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam
kebijakan manajerial dan kebijakan akan dijabarkan dalam kebijakan
teknis operasionalktivitas interpretasi kebijakan diikuti dengan kegiatan
mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat
(stakeholdersdapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah,
tujuan, dan sasaran kebijakan.

b. Tahap pengorganisasian
Tahap inilebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan
siapa yang menjadi pelaksana kebijakan mana yang akan melaksanakan,
dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang
diperukan, darimana sumbernya, bagana menggunakan, ad
mempertanggungawalkar), penetapan sarana dan prasarana apa yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan
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penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola
kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

c. Tahap aplikasi
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan prosess implementasi
kebijakan ke dalam realitas nyata.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Honengatakaimmplementasi
kebijakan adalah sebagai sebuah abstraksi yang memeperhatikan hubungan
antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atearji suatu kebijakan.
Meter dan Horn berpendapatia enam variabel dalam mempengaruhi kinerja
implementai, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3)
komunikasj (4) karekteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekoabami
politik; (6) Disposisimplementator/sikap pelaksa(aubarsono, 2008: 99)

a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dawasag&ebijakan harus jelas
dan terukur sehingga dapat direalisir.

b. Sumbedaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik
sumberdag manusia maupun sumberdayamanusia.

c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah
progran perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu,
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program.

d. Karekterisik agen pelaksanakarekteristik agen pelaksanamencakup

struktur birokrasi, normaorma, dan pla-pola hubungan yang terjadi
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dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi
program.

e. Kondisi sosial, politik, ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan.

f. Dispossi implementator. Mencakup tiga hal yaitu respon implementator
terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannyak un
melaksanakan kebijakan, kagi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
dan intensitas disposisi implementasi preferensi nilai yanglikiiraleh
implementator.

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Joko Widodo
(2008) dimana terdapat 3 tahap yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan
aplikasi. Dalam tahap interpretasi nantinya akan muncul langkah dalam
membuat kebijakanyaitu penyusunan agenda, formulasi, dan penetapan
kebijakan. Tahap formulasi ini lah yang menjadi fokus penelitian. Dalam
penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Ada enam
komponen yang membantu mergmbil data penelitian yaitu standdan
sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikkargkteristik agen pelaksana,
kondisisosial, ekonomi dan politik, sertésposisi

B. Usaha Kesehatan Sekolah

1. Pengertian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

UKS adalah usaha yanglakukan untuk meningkatkan kesédoa

anak usia sekolah pada setiap jalur,jenis dan jenjang pendidikandari
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TK sampai SMA/SMK/MA (Tim pembina UKS, 2010:7)UKS adalah
uséha kesehatan masyarakat yangildnkan di sekolalsekolah,dengan
sasaran utama adalah kysmak sekolah dan lingkunganny@oenarjo,
2002:).

Usaha Kesehatan ekolah adalah salah satu wahana untuk
meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik
sedini mungkin, selanjutnya disebutkan UKS harus sudah mendapat
tempat dan pdatian yang baik di dalam lingkungan pendidik&ecara
garis besar UKS dapat dikelompokkan dalam tiga rfgdatau dsebut
dengan 3 program UKS atau yang dikenal sebagai Trias UKS yaitu:

a. Pendidikan kesehatan

b. Pemeliharaan atau pelayanan kesehatan

c. Kehidupaningkungan yang sehat.

Usaha ini dijalankan mulai dari Sekolah Dasar sampai sekolah lanjutan,
sekarang pelaksanaannya diutamakan di sekolah dasar. Hal ini disebabkan

karena sekolah merupakan komunitas (kelompok) yang sangat besar,

rentan terhadap berbagaényakit, dan merupakan dasar bagi pendidikan
selanjutnya. Meskipun demikian bukan berarti mengabaikan pelaksanaan
selanjutnya di sekolah sekolah |l anjut

Peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan UKS adalah
usaha kesehataellah yang di dalam lingkungan sekolah maupun yang
di sekitar lingkungan sekolah, yang sasaranya adalah peserta didik beserta

masyarakat sekolah yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan
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kemampuan hidup sehat peserta didik sehingga peserta didikiedggar,

tumbuh dan berkembang secara harmonis serta optimal, menjadi sumber

daya manusia yang berkualitas

. Landasan Hukum UKS

Sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama

lintas sektoral, landasan hukum Usaha Kesehatan Sekolah adalah:

a.

UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Peran Gubernur
selaku Wakil Pementah Pusat

SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/U/SKB/2003, Nomor:
1067/Menkes/ SKB/VII/2003, Nomor: MA/230 A/2003, Nomor: 26
Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan

PengembangadKS
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h. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2/P/SKB/2003; Nomor:
1068/Menkes/ SKB/VII/2003; 5 Nomor: MA/230 B/2003; Nomor:
4415404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS
Pusat

I. Perduran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

3. Kebijakan Strategi Pembinaan dan Pengembangan UKS

Kebijakan UKS dari pemerintah pusat berdasarkan pedoman pembinaan

dan pegemingan UKS terdiri dari dua kebijakan, yaitu kakgn umum

dan kebijakan khusus.

a. Kebijakan Umum
Kebijakan umum yang dimakswatialah keijakan pelaksanaan dalam
rangka memberikan landasan dan pedoman pembinaan dan
pengembangan UKS untuk dilaksanakan secara terpadu, merata,
menyeluruh, berhasil guna, dan berdayag#edijakan umumnadalah
sebagai berikut:

1) Kesinambungan program UK®&ari Pendidikan Anak Usia Dini
sampai tingkat SMA. Dengan sasaran cakupan anak up®ur 5
tahun baik anak yang normal maupun berlainan yang berada di

sekolah dan luasekolah, meliputi kegiatan:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) TK/RA

b) SD/MI/Paket A setara SD SLTP/MTs/Paket Basa SMP

c) SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA, 4) Sanggar Kegiatan
Belajar/PKBM

Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga

sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan

melalui jalur Tim Pembina UKS Pusat dan Tim PembinaSUK

daerah secara berjang (©ne gate policy

Pembinaan dampengembangan UKS dilaksanakaecara Lintas

Program dan Lintas Sektor melalui kegiatan yang terpadu dan

berkesinambungan

Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan

kurikuler dan ekstrakurikuler

Upaya péayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik

yang meliputi upaygromotif (peningkatan kesehatarpreventif

(pencegahan), darkuratif (pengobatan) maupun (pemulihan),

namun lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang

dilakukan secara tpadu dibawah koordinasi dan bimbingan teknis

langsung dari Puskesmas

Upaya peningkatan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat

diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan

pelayanan kesehatan serta UKS secara keseluruhan, dengan
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7

8)

9)

memberdayaka sumber daya yang ada dan meningkatkan peran
serta masyarakat

Tugas dan fungsi TP UKS pusat dan daerah disesuaikan pula
dengan peraturan perundangan yang berlaku

Optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang
pendidikan

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan
dengan peran aktif pemerintah (pusat dan daerah), komite sekolah

dan masyarakat.

Sedangkan kebijakan pelaksanaannya adalah sebagai berikut

1)

2)

3)

4)

5)

Pemberdayaan kabupaten/kota dalam perencanaan terpdds (lin
program/lintas sektor), terkait operasional, serta tindak lanjut
Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan
kebutuhan saat ini termasuk mempertimbangkan adanya peraturan
perundangundangan yang baru.

Mengupayakan program UKS vyang integratedlintas
program/lintas sektor).

Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan LSM di dalam
pengembangan program UKS

Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui:

a) Workshop/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi.

b) Pengembangan dan Akselerasi Program UKS.

c) Kemitraan.
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6) Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai

7) Meningkatkan peran Sekretariat TP UKS lebih berdaya guna dan
berhasil guna

8) Memfungsikan secara optimal peranan lembagaaga
pendidikan baik pada pemtkan formal maupun non formal

9) Meningkatkan dan mensogasikan program UKS ke instansi
terkait di pusat, provinsi  kabupaten/kota dan
legislatif.(Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan, 2012)

4. Strategi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan UKS

Berikut ini adalah strategi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan UKS, antara lain:

a. Seluruh jajaran Tim Pembina UKS perlu memperkuat dan
meningkatkan fungsi konsultatif dan advokasi terhadap pregram
program UKS secara menyeluruh

b. TP UKS Pusat menyusun kebijakan yang bersifat operasional di
daerah dilimpahkakepada daerah dengan memperhatikan kesehatan
fisik, menta] dan sosial dengan penekanan pada paradigma sehat
sesuai dengatuntutan kebutuhan masyarakat

c. Meningkatkan peran serta komite sekolah dan menjalin kemitraan
dengan dunia usaha/LSM/ masyarakat ganrMasingmasing sektor/
kementerian menempatkan UKS sebagai program prioritas. Masing
masing sektor/ kementerian mengalokasikan dam program UKS sesuai

dengan tupoksinya
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d. Mengoptimalkan peranan lembatgmbaga pendidikan yang ada baik
pada jalur sekolah, aupun jalur luar sekolah sesuai jenis dan jenjang
pendidikan terhadap program UKS

e. Perlunya memantapkan standar pelayanan minimal SPM UKS sebagai
masukan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota tagislatif

f. Melakukan pertemuapertemuan periodik/ sebagai forum kamkasi
dan konsultasi secara nasional setiap 2 (dua) tabkali dan daerah
setiap tahun (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan, 2012).

5. Tujuan UKS

Suliha dkk (2002) mengatakan tujuan UKS secara umum adalah
untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan
peserta didik sedini mungkin serta menciptakan lingkungan sekolah yang
sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangaraagak
harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang
berkualitas.Tujuan secara khusus usaha kesehatan sekolah adalah untuk
memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan
peserta didik yang mencakup memiliki pengetahu sikap, dan
keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi
aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. Sehat fisik, mental, sosial
maupun lingkungan, serta memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap
pengaruh buruk, penyalghnaan narkoba, alkohol dan kebiasaan
merokok, serta hdlal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan

masalah sosial lainnya.
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Jadi tujuan UKS yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
kemampuan hidup sehat peserta didik agar dapat menciptakiamnnigyamn
yang sehat, sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk
melaksanakan prinsip hidup sehat, baik fisik, mental, maupun sosial serta
memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk,

penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

. Unsur-unsur UKS

Organisasi yang terlibat ten UKS menurut Adik Wibowo
(1982 27-29), struktur organisasi UKS mengikuti struktur organisasi
Departemen Kesehatan RI yaitu:

a. Tingkat Pusat Sub Direktorat Kesehatan Sekolah dan Olahraga,
Direktorat KesehatarMasyarakat terdiri dari beberapa seksi yaitu:
seksi kesehatan anak sekolah dan mahasiswa, seksi kesehatan anak
anak luar biasa, seksi olahraga kesehatan, seksi pengembangan
metode. Fungsi dan tanggung jawabnya: membuat program kerja
melakukan koordinasi, etakukan bimbingan dan pengawasan
pelaksanaan UKS di seluruh Indonesia, mengusahakan bantuan teknis
dan materiil, bersamsama dengan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan menyusun kurikulum tentang kesehatan pada umumnya
dan UKS pada khususnya, menyelemggan lokakarya, seminar,
rapat kerja diskusi penataran dan{&im.

b. Tingkat Provinsi Fungsi dan tanggung jawabnya adalah sebagai

koordinator pelaksana UKS di tingkat provinsi yang meliputi :
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membuat rencana program kerja, membuat bimbingan teknis,
melalukan koordinasi dan pengawasan, menerima laporan kegiatan
dari tingkat Kabupaten/ kota melaporkan kegiatan ke tingkat pusat,
memberi bantuan materi dan keuangan ke daerahdatailainsaha

yang dianggap perlu.

. Tingkat Kota/Kabupaten Penanggung jawab UK®@dg Dinas
Kesehatan KotaKkabupaten. Fungsi dan tanggung jawabnya meliputi:
membuat rencana kerja harian, melakukan koordinasi kegiatan
kegiatan kesehatan yang ditujukan kepada anak didik dan masyarakat
sekolah, melakukan pengawasan pelaksanaan UKS dilabeko
melaporkan kegiatan di tingkat provinsi, menyelenggarakan kursus
kursus kesehatan, kursus UKS bagi guru, murid, dan petugas kesehatan
setempat, memupuk kerjasama yang ada hubungannya dengan
pelaksanaan UKS.

. Tingkat Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakatlalah suatu usaha kesatuan unit
organisasi kesehatan yang langsung memberi pelayanan kepada
masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja
tertentu dalam bentuk usahaaha kesehatan.

. Tingkat Sekolah

Keanggotaan Tim Pelaksana UKS di Sekotlitetapkan oleh Kepala
Sekolah.  Keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah

Desa/Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Organisasi
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Siswa Intra Sekolah (OSIS), Puskesmas, Orang Tua Murid, serta unsur
lain yang relevan. Tugas Tim Pelaksana UK&ara lain sebagai
berikut:

1) Melaksanakan Tiga Program Pokok (UKS) yang terdiri dari
Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan
Lingkungan Sekolah Sehat sesuai ketentuan dan pedoman yang
telah ditetapkan oleh Pembinaan UKS.

2) Menjalin kerjasamadengan orang tua murid, instansi lain dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS.

3) Menyusun program, melaksanakan penilaian/evaluasi dan
menyampaikan laporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan

4) Melaksanakan ketataaisaan Tim Pelaksana UKS Sekolah (Adik
Wibowo dkk, 1982 : 2-29).

Dari tingkat pelaksanaan UKS di sekokdkolah hingga tingkat
pusat (pemerintah), diperlukan adanya organisasi yang baik. Untuk
memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan, serta mencegah
terjadinya tumpang tindih dari berbagaegkatan pembinaan UKS
sebaiknya diwujudkan dalam satu wadah atau badan. Dengan demikian
kerjasama lintas sektoral dari berbagai instansi yang berkepentingan
mutlak diperlukan. Kerangka kerjasama pengorganisasian sistem kerja
operasional UKS harus dipaharsebaikbaiknya, karena tidak sedikit
sekolah atau guru yang beranggapan bahwa UKS merupakan tugas dari

petugas kesehatan saja, ataupun sebaliknya petugas kesehatan

38



menganggap UKS merupakan tanggung jawab jajaran pendidikan sekolah
atau guru sematmata. Menperhatikan kenyataan di lapangan,
keberhasilan dalam pelaksanaan UKS melibatkan berbagai departemen,
seperti:

a. Departemen Dalam Negeri

b. Departemen Pendidikan Nasional

c. Departemen Kesehatan

d. Departemen Agama.

Bentuk kerjasama lintas sektoral dari berbagai instansi yang
berkepentingan dalam pembinaan UKS, mulai dari tingkat propinsi sampai
tingkat kecamatan berupa wadah yang disebut Badan Kerjasama Usaha
Kesehatan Sekolah (BKUKS). Kegiatan UKS yang diselengggarantuk
meningkatkan kemampuan hidup sehat serta peserta didik dalam
lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan
berkembang secara harmonis, optimal serta menjadi sumber daya manusia
yang berkualitas (Depkes, 2006).

. Program Usaha Kesehatan Sekolah

Ada beberapa jenis kegiatan UKS dan jenis kegiatan UKS, disini
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan UKS,dan TRIAS UKS meliputi pendidikan kesehatan,
pelayanan kesehatan dan lingkungan sdkglang sehat. Bagidagian
jenis kegiatan tersebut termasuk dalam program kegiatan UKS sebagali

berikut:
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a. Pengelolaan UKS
1) Pembentukan Tim Pelaksana UKS
2) Terlibatnya unsur guru dan petugas Puskesmas
3) Penyusunan program kerja UKS
4) Pengawasan pelaksanaan 7K
5) Laporan pembinaan dari Puskesmas
6) Penyuluhan tentang UKS
7) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Program kerja
8) Penyediaan sarana pelayanan kesehatan
9) Pembuatan laporan pelaksana UKS kepada Tim Pembina UKS
10)Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Fembina UKS
b. Trias UKS
1) Pendidikan kesehatan
a.) Pelaksanaan pemeriksaan berkala
b) Pemeriksaan rutin
c) Pelaksanaan lomba pengetahuan kesehatan sekolah
d) Pelaksanaan pemeriksaan tinggi badan
e) Pengadaan alat peraga
f) Pelaksanaan dokter kecil
g) Pelaksanaan pemeriksaan bdradan
h) Pengadaan alat peraga UKS
i) Pengadaan kegiatan lomba kebersihan badan

j) Pengadaan kegiatan lomba kebersihan ruang kelas
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2) Pelayanan kesehatan

a) Kegiatan penjaringan anak sekolahréening

b) Pelaksanaan imunisasi

c) Pelaksanaan pemberantasan sarang penyakit

d) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit

e) Pengadaan upaya alih teknologi kesehatan

f) Pengadaan rujukan ke puskesmas

3) Lingkungan sekolah sehat

a) Pengadaan ruang/sudut UKS

b) Pembinaan kantin sekolah

c) Pengadaan sarana air bersih yang memenuhitsyara

d) Pengadaan tempat pembuanagn air limbah yang memenuhi

syarat

e) Pengadaan kamar mandi/WC khusus siswa.

Upaya peningkatan kesehatan di sekolah melalui kegiatan yang
dilaksanakan melalui masyarakat di sekolah dipandang lebih efektif
dibanding kegiatan lain yang dilakukan dalam masyarakat umum.
Soenarjo (2002: 2 ) mengatakan program UKS sangat efektif karena:

a. Sekolah Dasar sebagai masyarakat sekolah, mempunyai komunitas
peserta didik yang sangat besar.
b. Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan yang tersebar luas seluruh

pelosok tanah air.
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c. Anak anak usia SD sangat peka terhadap perubahan dan pembaharuan,
bahkananak anak mempunyai sifat yang menyampaikan apa yang dia
terima dan diperoleh dari orang lain.

d. Dipandang dari pembiayaan pemerintah dan harapan untuk masa
depan pelaksanaan UKS di sekolah dasar sangat ekonomis.

C. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian
ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andrian Dargo (2013) tentang
fiSurvei Pelaksanaan UKS di SMA-lsebupaten Purbalingga unt uk
melihat pelaksanaan UKS di SMA -Babupaten Purbalinggaudah
masuk kategori baik dan berjalan optimal atau tidak. Hasil penelitiannya
adalah pelaksanaan UKS di SMA -Kabupaten Purbalingga dalam
kategori baik dengan persentase sebesar 65,0% dengan indikator untuk
pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan kesehdiasekolah sebesar
85,0% (kategori baik), pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah
sebesar 55,0% (kategori baik), dan pelaksanaa lingkungan kehidupan
sekolah yang sehat sebesar 80,0% (kategori baik).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lipelakukan
adalah mengkaji tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sedangkan
perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak
pada metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan
Andrian Dargo menggunakan pendekatskriptif kuantitatif dengan

instrumen penelitian angket dan pedoman observasi dan  teknik
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pengumpulan data observasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan
peneliti  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
menggunakan teknik pengumpulan datawamacara dan dokumentasi.
Selain itu perbedaannya terletak pada setting tempat penelitian dan bidang
kajiannya.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Muh Arif Budiono dan
Muji  Sulistyowati dengan juduli Per an UKS dal am Peny
Informasi Kesehatan Regduksi Terhadap Siswa SMP Negeri X di
Sur ab antuk omelihat keberhasilan pelaksanaan UKS terhadap
penyampaian informasi kesehatan reproduksi. Hasil penelitiannya
Pelaksanaan trias UKS di SMP N 19 Surabaya sendiri masih kurang
adanya tanggapan yang badari petugas UKS, pengetahuan petugas
masih kurang. Penggunaan media elektronik lebih sering digunakan siswa
dan perawat dalam menyampaikan informasi kesehatan reproduksi dari
pada media cetak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti dakuk
adalah mengkaji tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sedangkan
perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak
pada metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan
Muh Arif Budiono, dkk menggunakan pendekataskdptif observasional
dengan memberikan perlakuan khusus pada responden. Sedangkan
penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan
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dokumentasi. Selain itu perbedaaartgrletak pada lokasi penelitian dan
bidang kajiannya.
. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengenai analisis kebijakan UKS di Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dimana analisis kebijakan UKS yang
dimaksudadalah menganalisintuk kebijakar(analysis fo policy) dalam
proses kebijakan tahap perumusan kebijakan (formulasi kebijakan) Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)Dari konsep tersebut, ternyata dapat
diidentiikasi mengenai kebijakan UKSIi Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul berdasarkan SKB 4 Mentahiun 2003 tentang Tim
Pembina UKS PusatSetelah mengetahui apa kebijakan UKS di Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul langkah selanjutnya adalah melihat
interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
dalam proses perumusaiebijakan atau program. Selanjutnya adalah
melihat tahap pengorganisasi tahap aplikasi, serta tahap evaluasi
kebijakan tersebut.

Dalam melihat setiap tahdphap tersebut harus diperhatikan
apakah dalam setiap langkah terdapat 6 komponen implemeaitisi y
standar & sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen
pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi
implementatorKerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan

dalambentuk skema sebagai berikut:
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SKB 4 Menteri (Mendiknas, Menkes,
Menag, dan Mendagri) Tim Pembina

UKS Pusatl

y

Kebijakan UKS

l

Interpretasi

Komponen
Implementasi :

1.

2.
3.
4.

Standar & sasaran
kebijakan
Sumberdaya
Komunikasi
Karakteristik agen
pelaksana

Kondisi sosial,
ekonomi dan politik
Disposisi
Implementator

\ 4

Proses Perumusan

Kebijakan:

1. Penyusunan
agenda

2. Formulasi
kebijakan

3. Penetapan
kebijakan

Pengorganisasian

A 4

Aplikasi

l

Evaluasi

Gambar 2 Kerangka pkir penelitian
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E. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian yang diajukan untuk penelitian ini, adalah

sebagai berikut:

=

Apa saja kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?

2. Bagaimana langkah penginterpretasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantul?

3. Bagaimana larigah pengorganisasian kebijakan UKS di Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantul?

4. Bagaimana langkah pengaplikasian kebijakan UKS di Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantul?

5. Bagaimana langkah evaluasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar

Kabupaten Bantul?
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskigigan
analisis kualitatidengan tujuan agar dapat memperoleh hasilatgan lengkap
sesuai yang diinginkan.

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud
dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami olehjedupenelitian secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk ket dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah
(Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskripghelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan
masalah yang ada sekarang berdasarkandaddésa Jenis penelitian deskriptif
kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh
informasi mengenai proseperumusan kebijakan UK& Dinas Pendidikan
Dasar Kabupaten Bantidecara mendalam dan komprehensif. Selain itu,
dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan
permasalahan yang dihadapi dalam persanukebijakan UKS di Dinas

Penddikan DasaKabupaterBantul.
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B. Tempat dan SettingPenelitian
Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat
penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus panektenelitian
tentangi Anal i si s Kebi j éPkndidkanUXs& Katupate®i n a s
B a n t mildilaksanakan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yang
beralamat di Kompleks Il Perkantoran Pemkab Bantul, Jalan Lingkar Timur,
Manding, Bantul 55714, Daerah Istimewa Yogyakatém dilakukan pada
Bulan Maret hingga April 2016.
C. Subjek dan Obyek Penelitian
Bertindak sebagai subyelepelitian ini adalaliKepala Bidang Sekolah Dasar
(SD), koordinator Tim Pembina UKS, beserta staff Tim Pembina UKS yang
mengetahui informasi mengenakKB. Objek penelitian merupakan hal yang
menjadi titik perhatian dari suafpenelitian. Makayang bertindak sebagai
objek penelitian inimengenai kebijakan UKS khususnya tentang analisis
kebijakan UKS.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yasigunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Metode Wawancara
Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada
subjek penelian dengan pedoman yang telabudit.
2. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data dengan melakukan

analisis data mengenai dokumen yang ada. Dokumentasi dilakukan untuk
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E.

mendapatkan data berupa gambar yang diambil melalui keadaan
lingkungan sekolah yang berupa interaksi siswa dengan guru, siswa
dengan siswa, siswa dengan masyarakat lainnya di sekolah tersebut.
Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun
instrumen pendukung yang digunakan untuk mengungkapkan data dalam
penelitian ini adalapedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.
1) Pedoman Wawancara
Pedoman berisikan sejumlah pertanyaan yang meminta untuk dijavilab ole
responden. Isi pertanyaan yang mencakup fakta, data, pengetahuan,
konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden dsrken
denganfokus masalah atau variabaliabel yang terdapat dalam
penelitian.

Tabel 1. Kisi-kisi pedoman wawancara

Aspek yang| Indikator yang dicari Sumber data
dikayji
Perumusan 1. Kebijakan UKS 1. Kepala Bidang SD
Kebijakan UKS | 2. Program UKS 2. Koordinator TP UKS
3. Interpretasi progran 3. Staf TP UKS
UKS

4. Pengorganisasian
program UKS

5. Aplikasi program
UKS

6. Evaluasi progran
UKS
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2) Pedoman Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan
perekaman suara saat wawancara, dokumen berupandatenai UKS
yang dimiliki oleh dinas. Teknik dokumentasi diperlukan karena sebagai
pelengkap dan sebagai bukti dalam memperkuat tetamaman selama
proses penelitian.

Tabel 2. Kisi-kisi pedoman dokumentasi

Aspek yang Indikator yang dicari Isi dokumentasi
dikaji
Profil Dinas| 1. Lokasi Dinas| 1. SK Bupati Bantul
Pendidikan Dasal Pendidikan Dasa mengenai
Kabupaten Kabupaten Bantul Pembentukan  T§
Bantul 2. Visi dan misi Dinas UKS.
Pendidikan Dasa 2. Laporan kegiatal
Kabupaten Bantul UKS Tahun 2016
3. Tugas dan fungsi Ding 3. Lembar Penilaiar
Pendidikan Dasa Lomba.

Kabupaten Bantul
4. Struktur Organisas

Dinas Pendidikar
Dasar Kabupate
Bantul

5. Data berupa dokume
tentang kebijakan UKS
Perumusan 1. Kebijakan UKS
Kabijakan UKS |2. Program UKS
3. Interpretasi prograr
UKS
4. Pengorganisasian
program UKS
Aplikasi program UKS
Evaluasi program UKS

o o
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F. Keabsahan Data
Dalam penelitian ini untuk mendapatk&erabsahan data dilakukan
dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan peneliti untuk analisis
kebijakanUKS di Dinas Pendiikan Dasar Kabupaten Bantadlalah dengan
triangulasi teknik dan trigulasi sumber. Sugiyono (2010: 330),
menyampaikan bahwa tngulasi teknik berarti penelithenggunakan teknik
pengumpulan data yang berbdakda untukmendapatkan data dari sumber
yangsama. Peneliti menggunakaawancaradan dokumentasi untuk sumber
data yang samasecara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk
mendapatkan data dari sumber yang beriedia dengan teknik yang sama.
G. Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitiadeskriptif, dengan lebih banyak bersifat

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh
akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.
Penelitian ini menggunakan teknik analisifenurut Miles danHuberman
(1992 : 20), analisis data kualitatif terdiri dari:
1. Pengumpulan Data

Datadata yang diperoleh dari aneka macam cara (wawancara,

dokumentasi, pita rekaman dan Kan) dikumpulkan kemudian

direduksi atau dipilaipilah.
2. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul
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4.

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memiyzary
tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa
sehingga kesimpulakesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah
dipahami yang memberi kemunghkin adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.

Verifikasi

Menarik kesimpulan verifikasi dari berbagai temuan data yang diperoleh
selama proses penelitian berlangsumgrupakan kegiatan akhir dari
analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu
menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan
penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.

Analisis Data

Pengimpulan Data

A 4

A 4 A 4

ReduksiData < PenyajianData

A 4

A A

Kesimpulan dan Verifikasi |

A 4

Gambar 3. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Lokasi Dinas Pendidikan DasarKabupaten Bantul
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berlokasi di Kompleks Il
Perkantoran Pemkab Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul
55714, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Visi dan Misi
Visi: ACer das, Berakhlak Mul i a, Ber k al
Misi:
a. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan yang handal berakhlak mulia
dan professional
b. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program
peningkatan mutu pendidikan
c. Memberikan pelayanan yang berkualitas melalui jalur sekolah dan luar
sekolah pada semuanjang pendidikan seaeddilnya
d. Mengupayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah yang

efektif, berdaya saing tinggitp://dikdas.bantulkab.go)id

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Baaot
Tugas: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas

pembantuan di bidang pendidikan.
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Fungsi: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tugasnya mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang pendidikan dasar

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar

d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas

e. Pelaksanaan tugas lain yadiperikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinyahttp://dikdas.bantulkab.go.id/hal/prdfil

. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
Susunan struktur organisasi Dinas Peitdid Dasar Kabupaten Bantul,
terdiri atas:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat:
1) Bagian Umum
2) Bagian Keuangan dan Aset
3) Bagian Program
c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
2) Seksi Pengembangan dan Sarana
d. Bidang Pendidikasekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan

2) Seksi Pengembangan dan Sarana
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e. Bidang Bina Program, terdiri atas:
1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan
2) Seksi Pendataan dan Informasi

f. Unit Pelaksana Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsidr{attp://dikdas.bantulkab.go)id
5. Susunan Personalia Sekretariat TRUKS Kabupaten Bantul 2016

2018

Susunan organisasi sekretariat TP UKS Kabupaten Bantul terdiri atas:

a. Koordinator:Slamet Pamuji, S.Pd.M.Pd

b. BendaharaSri Handayani, S.Pd

c. Seksi Bidang Administrasi dan Pelapor@ra. Hj. Subiyati, M.Pd
Sri PurnawatiIndah Sri IndraswariNinik Bintari, A.Md; Darwati,
M.Si; Sri Sutami Yanatun Yuna Diana, S.Si.M.;SivVatiman Dina
Andriyani, SKM, danHeri Kartika, S.ST

d. Seksi Bidang Penyuluhan dan Pelatih&diq Rohadi, SE,MM
Guprianto Susilo, SE.MMr Suryantj Nur Hidayatj Istiqgomah Siti
Fatonah, AM.Kg Isti Yunita; Giri Astuti; dan Anastasia Eni
Rahayuningsih, SGz

e. Seksi Bidang Perlombaaij. SumarniBejo Utomo, Bc.Hk;Suci
Sukriyati, S.Pd;l Drs. Suherman, M.PdA. Endang W, SIP
JawaniSupangat, SKiMDra. Pur HandayaniAldi Perdana Putra,

SKM; danDra. Ririn Kuswarini
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f. Seksi Bidang Sarana dan Prasar@ra. Suprihastuti, MMSuyatno,
M.Si; Moh. Gozé, MA; Sunu Wicaksono, STSurya Sinta Dewi
dr. Kamijong danNgatijanSunardi, SE
Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Tim Pembina Usaha

Kesehatan Sekolah (TBKS) Kabupaten Bantul

Koordinator

Bendahara
Bid.Administra Bidang Bidang Bidang
si dan Penyuluhan Perlombaan Sapras
Pelaporan danPelatihan

Gambar 4. Struktur Organisasi TP UKS Kabupaten Bantul
(Temuan Penelitian
2. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Kebijakan dan Program UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantul
Kebijakan UKS di Dinas Pendidin Dasar Kabupaten Bantul

diawali dengan adanygpembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan
Sekolah (TPUKS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul. Tim
Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ini merupakan suatu lembaga yang
melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan UKS secara

terpadu dan terkoondsi, memiliki susunan organisasi secara berjenjang
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sebagaimana disampaikan oleh SP selaku koordinatoetaslt Tim
Pembina UKS Kabupah Bantul bahwa
ATi m Pembina UKS itu ada beberapa
pusat yang bertugas secara nasionalvalbaya terdapat TP UKS
provinsi yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan UKS di
tingkat provinsi, dibawahnya lagi ada TP UKS kabupaten,
kemudian dibawahnya lagi TP UKS kecamatan, kemudian di
tingkat sekolah terdapat tim pel ak
pada tanggal 21 Maret 2016)
Sama halnya yang disampaikan oleh SK sebagai koordinator bidang
administasi dan pelaporan menambahkan tentang kebijakan UKS di
Kabupaten Bantul sebagai berikut:
ABi cara mengenai UKS, tidak perna
UKS. Tim Pembina UKS ini merupakan organisasasi di dalam
UKS itu sendiri. Kami ini adalah Tim Pembina UKS tingkat
kabupaten, di atas kami ada Tim Pembina UKS provinsi dan pusat,
sedangkan di bawah kami ada Tim P
(Hasil wawancara dengan Slaga 25 Maret 2016)
Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya SK Bupati Bantul
No. 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembbia UKSJA®)
Periode 201018 yang memutuskan:
a. Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah-UK®)
Periode 201018, dengan susunan dan personalia sebagaimana
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
b. Tugas Tim Pembina UKS Sekolah sebagaimaeesebut dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupatiini.
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C.

d.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati
Bantul.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati diserahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul

Keputusan ini mulai berlaku aga tanggal ditetapkan.Smber:

Dokumen SK Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2P16

Dalam pedoman pembinaan dan pengembangan UKS pada bab Il

mengenai organisasi tim pembina dan tim pelaksana UKS yang

menyebutkan bahwa tata pelaksanaan UKS perlu disusun @ganis

secara berjenjang, antara lain:

a.

Tim Pembina UKS Pusat yang dibentuk di tingkat pusat ditetapkan
oleh Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri (SKB 4 menteri).

Tim Pembina UKS Provinsi, dibentuk di tingkat Provinsi ditetapkan
oleh Gubernur.

Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, dibentuk di tingkat
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Tim Pembina UKS Kecamatan, di bentuk di tingkat Kecamatan oleh
Camat.

Tim Pelaksana UKS di Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Agama, di
bentuk di tingkat sekolah/madrasah, dan perguruan agama oleh Kepala

Sekolah.
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Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai

struktur organisasi UKS secara umum:

Tim Pembina UKS Pusat

LI

Tim Pembina UKS Bvinsi

il

Tim Pembina UKS
Kabupaten/Kota

il

Tim Pembna UKS Kecamatan

il

Tim Pelaksana UKS Sekolah,

Madrasah, Perguruan Agama

Gambar 5. Bagan Organisasi UKS
(Temuan Penelitian
Kebijakan UKS di Kabupaten Bantul adalah adanya pembentukan
Tim Pembina UKS Kabupaten dan didukung dengan adanya 27 program
kerja lintas sektoral.Di bawah sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul bertanggungjawab atas 3 program kerjaediat di
11 program Kkerja lainnya. Sebagaimana disebutkan &Bhselaku

koordinator TP UKS sebagai berikut:
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A D Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Baniul tidak ada
kebijakan khusus mengenai UKS.Kebijakan UKi8rsebut
merupakan secondary kebijakan dar kebijakan pusat yang
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 mdateri
Surat Keputusan Bupati Kebijakannya adalah adanya
pembentukan sekretariat TP UKS yarygang anggotanya terdiri

dari berbagai sektor dan lembaga, antara lain di sektordiesali
terdapat dari lembaga dinas pendidikan dasar dan kementrian
agama, sektor lingkungan terdapat dari dinas kesehatan, PMI dan
BLH, serta pada sektor lainnya dari Dinas Sosial, DPU, BKPPP,
PKK, PMD dan lairlain. Sekretariat Tim Pembina UKS ini
bertanggngjawab atas keteKaanaan program UKS di sekolah.
Kami juga mempunyai 27 program sebagai pendukung kebijakan
tersebut, khusus untuk dikdas hanya bertanggung jawab terhadap
3 program pendukung saja walau juga terlibat di beberapa
program lain. Kesemua @gram itu sudah ditentukan juga oleh

p u s @asbwawancara dengan SP pada tanggal 21 Maret 2016).

Senada dengan yang dihaturkan oleh SP, IH sebagai bendahara TP UKS

menyebutkan pula bahwa,

APembentukan Tim Pembina Usaha Ke
satusatwnya kebijakan mengenai UKS di Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Bantul. Tim Pembina UKS ini lah yang melaksanakan
programprogram kerja UKS baik di lingkungan Dinas

Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul maupun di seksd&blah.

Jumlah program nya lebih dari 2Bogram, tetapi yang menjadi
tanggungjawab dikdas hanya 3 program saja yaitu program lomba
sekol ah sehat, dokter kecil , |, da
wawancara dengan IH pada 23 Maret 2015)

SB sebagai anggota Bidang Administrasi dan Pelaporan sekréiBriat
UKS menguatkan pertanyaan narasumber sebelumnya dengan

menambahkan bahwa,

ADal am mel aksanakan tugasnya Tinm
bertanggungjawab kepada Bupati Bantul karena Tim Pembina

UKS sebagaimana tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputuan Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya tim
bertanggungjawab kepada Bupati Bantul. Jadi setiap program yang
dilakukan harus dilaporkan kepada bupati. Programnya sendiri

untuk dinas ada 3 program utama yaitu Iss, dokter kecil, pemberian
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susu dan terlibadl i 11 program dar i 27 progr

(Hasil wawancara dengan SB pada 23 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di
Kabupaten Bantul terdapat kebijakan UKS yaitu kebijakan pembentukan
sekretariat Tim Pembina UKSyang terbentuk berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul. Kebijakan ini mendorong terbentuknya 27
program kerja TP UKS untuk semua sektor terkait, dimana berdasarkan
keputusan TP UKS Pusat, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
mempunyai 3 program utam yaitu lomba sekolah sehat, lomba dokter
kecil, dan program pemberian susu, serta terlibat kerjasama di 11 program
lainnya, sebagaimana tercantum juga di dalam laporan UKS tahun 2015
berikut ini:

Tabel 3. Program Kerja TP-UKS Kabupaten Bantul Tahun 2015

NO JENIS KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA DENGAN
1 Rakor TP UKS Kab. TP UKS Kab
2 Rakerda TP UKS Kab. TP UKS Kab
3 | Lomba Dokter Kecil Dikdas
4 | LSS tingkat Kabupaten Dikdas dan TP UKS
5 Evaluasi KKR Dinkes Lintas Sektor
6 PenjaringarKes. Anak Sekolah Dinkes
7 PMR mula / Dokter Kecil SD/MI | PMI Cabang Bantul
8 PMR madya Kader Kesehatan PMI Cabang Bantul
9 PMR Wira PMI Cabang Bantul
10 | Rakor Petugas UKS Dinkes Puskesmas
11 | BIAS Dinkes Puskesmas
12 | PMT - AS TK dan Monev PMD dan PKK
13 | Pembinaan Sekolah Adiwiyata BLH Sekolah
14 | Penyuluhan P4AGN Dinsos
15 | Penyuluhan Narkoba Dinsos Polres
16 | Lomba Skolah Bebas Narkoba Dinsos

Penyuluhan Bahaya Narkoba dan
17 B2SA PKK
18 | Bantuan FGD Siswa Anti Narkobg TP UKS Kab
19 | BIAS Dinkes Dikdas Dikdas, Dinkes, Puskesma|
20 | Pemberian Susu Anak Sekolah Dikdas Lintas Sektor
21 | Evaluasi Sekolah Adiwiyata BLH Lintas Sektor
22 Pembinaan UKS dan Dokter Kecil Kemenag

Tiwisasda Madrasah
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NO JENIS KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA DENGAN

22 Pembinaan UKS dan DK Kemenag
(Tiwisada) Madrasah

Pembuatan Gedung TP

UKS,Kesling dan Tamanisasi

24 Pembinaan UKS dan Dokter Kecil Kemenag
(Tiwisada) Madrasah

Uji Laboratorium Jajanan Anak

23 DPU

25 Sekolah dan B2SA BKPPP
26 | Penyegaran Petugas UKS Dikdas Lintas Sektoral
27 | SosialisasMJAS Dikdas Lintas Sektoral

(Sumber:Dokumen laporan UKS tahun 2015)

Jadi dapat peneliti simpulkan mengenai kebijakan UKS di Dinas

Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam skema atau gambar sebagai

berikut:
Surat Keputusan Bupati | —
Bantul No. 68 Tahun 2016
Kebijakan
»| Top-down
Kebijakan Pembentukan | __|
Sekretariat TP UKS —
Kahiinaten Rantul
Kebijakan
» Topdown
Terbentuknya 27 Program
Lintas Sektoral —
Kebijakan
» Topdown
3 Program Utama Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten —
Bantul
A 4
Lomba Sekolah Lomba Sekolah Lomba Sekolah
Sehat Sehat Sehat

Gambar 6. Skema Terbentuknya Kebijakan dan Program UKS
(Temuan Penelitian
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2. Interpretasi Program UKS
a. Program Lomba Sekolah Sehat
1) Interpretasi

Program lomba sekolah sehat merupakan salah satu program

kerja Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul dibawah tanggung

jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Program ini

diadakanuntuk melihat implementasi di lapangan dan pola hidup

di lapangarapakahsudah terinternalisasi termasuk juga kehidupan

warga sekolahSelain itu tujua.omba Sekolah Sehaiga untuk

memberikan motivasi kepada sekolah dalam program UKS dan

mewujudkan lingkungan sekolah sehat dan pembudayaan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBSSebagaimana disampaikan oleh

SP sebagai berikut:
ABi arpun program ini ada berdas
atau bisa dikatakan programnya sudah diprogramkan dari
pusat, dirasa penting untuk program ini dilaksanakan.
Dengan adanya program ini, kami dapalihat sekaligus
menilai pelaksanaan UKS di sekolah itu seperti apa, sudah
sesuai dengan aturan atau belum, atau hanya sebatas ada
ruang UKS saja, tapi tidak melaksanakan Trias UKS yang 3
hal itu. Kita tidak mau, jika baru ada lomba, baru dibenahi,
jkanada sekolah yang baru dil omba
(Hasil wawancara dengan SP pada 23 Maret 2016)

Selain itu lomba sekolah sehat diadakan oleh Tim Pembina UKS

agar tercipta komunitas sekolah yang sehat dengan pembiasaan

perilaku yang disiplin sejak dinfjang kemudian dapat dicontoh

oleh sekolatsekolah lain sebagaimana ditambahkan oleh IH,
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ALomba sekolah sehat i ni bukan
menilai sekolah seperti yang diketahui orang pada
umumnya, dengan adanya lomba ini sebagaimana yang
diharapkan olehkami, agar sekolah yang telah mampu
memenangi kejuaraan diharapkan mampu menjadi contoh
bagi sekolatsekolah lain. Kemudian jugatercipta
komunitas sekolah yang sehat dengan pembiasadakpe
yang disiplin sejak dini.o (Hasi
25 Maret 2016)

Tim Pembina UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

sebelum melaksanakan kegiatan lomba sekolah sehat perlu

memperhatikan ahaptahap yang dilakukan dalam interpretasi

program lomba sekolah sehat yaitu tahg@nyusinan agenda,

formulasi kegiatan dan adopsi kebijakan. Penjedasya adalah

sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda dilakukan dinas untuk membantu

mengidentifikasi masalamasalah guna merancang peluang

peluang kebijakan program, atau kegiatataru Agencdh
kegiatan yang disusun untuk program lomba sekolah sehat
tingkat kabupaten adalah:

1) Penilaian terhadap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) tingkat kecamatan. Aspek yang dinilai meliputi
kegiatan pembinaan UKS, diantaranya pemantauan,
pelatihan, dandterlibatan sekolah.

2) Penilaian terhadap sekolah, dengan aspek yang dinilai

antara lain kebersihan sarana/prasarana kelas, ruang guru,
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kantin, toilet, air bersih, tempat cuci tangan, tempat ibadah,
kondisi tempat sampah, dan UKS.

3) Penilaian terhadap perilakikesehatan peserta didik,
diantaranya pengetahuan tentang UKS &amilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS).

4) Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan,
seperti pelaksanaan penjaringan kesehatan dan penyuluhan
oleh petugas Puskesmas, dan-lain.

5) Tim penilai Lomba Sekolah Sehag¢rasal dari lintas sektor
anggota Tim Pembina UKS Kabupaten. (Sumber:
Dokumen Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS)

Pelaksanaan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten biasa

dilakukan pada bulan ApfNMei mengingat lomba selah

sehat tingkat nasional biasa dilakukan setiap bulan Oktober.

(Laporan kegiatan UKS tahun 2Q1Sebagaimana disampaikan

oleh BU menambahkan bahwa,

ALomba sekolah sehat tingkat
kegiatan dan penilaiannya sama dengan lomba yang

tingkat nasional. Kegiatannya adalah penilaian terhadap

TP UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan,
pemantauan, dan kewajiban lainnya, kemudian ada

penilaian PHBS nya, penilaian terhadap kebersihan

sekolah, penilaian tentang pelaksanaan pelayanan
keshhat an di sekolah. o (Hasi/| W .
pada 7 April 2016)

IH menambahkan mengenai agenda kegiatan lomba sekolah

sebagai berikut:
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b)

AKegiat an yanglombadekolahuseratn dal a

harus melalui béerapa tahapan dan berjenjang, yaitu
lomba sekolah sehat tingkat kecamatan kemudian baru
ditingkat kabupaten/ kota, setelah dkian ada penilaian

di tingkat Provinsi. Hal tersebut disertai dengan
landasan hukum sebanyak 12 pdioeintpointnya
banyak selg tapi untuk ditingkat kabupaten/kota tidak
begitu detail. (Hasil wawancara dengan IH pada 23
Maret 2016)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lomba sekolah sehat,
agenda kegiatan yang dilakukan antara lanilpian terhadap
Tim Pembina UKS setiap kecamatan terkait dalam pembinaan
dan pemantauan sekolah, penilaian Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat di sekolah, penilaian terhadap kebersihan sekolah terkait
aspek sarana prasarana sekolah, serta penilaian tentang
pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Agenda kegiatan
tersebut ada berasal dari prosedur lomba untuk tingkat
nasional.

Formulasi Kegiatan

Formulasi kegiatan untuk program lomba sekolah sesngdi

saat rapakordinasi TP UKS yang diikutseluruh aggota TP

UKS Kabupaten Bantllintuk Kegiatan lomba sekolah sehat,
dinas pendidikan dan Tim Pembina UKS tidak melakukan
proses formulasi kegiatan seperti yang sudah disebut dalam
tahap penyusunan agenda. Sebagaimana yang disampaikan

olehIH sebagai berikut:
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APada saat rapat koordinasi,
Bantul menyampaikan usularsulan kebijakan dan
program kerja, tetapi tidak semua bisa disetujui karena
sebenarmya kebijakan UKS kewenangannya ada di
Pemerintah Pusat, kewenangan di daerah hanya
menjalankan prograsprogram yang sesuai dengan
pedoman yang sudah adgegitu pula untuk kegiatan

kegiatan yang dilakukan dalam lomba ini, kegiatan
tersebut pure kami contoh dari prosedur penilaian

lomba tingkat nasional. ( Hasi | wawancara d
pada 23 Mare2016)

Seperti halnya yang disampaikan oleh MG sebagai berikut:

fi @lam rapat koordinasi tahunan selalu ada koordinasi
dengn pihakpihak terkait, seperti TP UKS, Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, BLH, dan lainnya
untuk mengembangkan dan menentukagiatan apa
yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi untuk
memecahkan permasalahan UK&api, semua
keputusan akhir diserahkan kembali pada pemerintah
pusat yang mempunyai wewenang, biasanya kami
hanya tinggal melaksanakan program yang sudah ada
atauyang sudah ditentukan, kegiatan dalam lomba ini
kami hanya mengikuti prosedur penilaian lomba tingkat
nasi (Hasdl wawancara dengan MG pada tanggal
17 Maret 2016).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan SK yang

menambahkan bahwa,
i Bdoman plkksanaanseluruh program kerjdJKS
termasuk lomba sekolah sehat minas pendidikamlan
sekolah tidak bisa terlepas dari rambtambu yang
telah diberikan oleh pusatKkami hanya bertugas
menampung usulan sekolah dan menjalan program yang
sudah ditentuka pusatHasil wawancara dengan SK
pada tanggal 5 April 2016)

Jadi, berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat

disimpulkan bahwa pada tahap formulasi kegiatan, dinas

pendidikan dasar dalam menentukan, mengembangkan, dan
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melaksanakan lomba sekolalsehat sudah berdasarkan
pedoman yang sudah diberikan oleh pusat dan mencontoh
bentuk kegiatan untuk lomba sekolah sehat tingkat nasional.
Adopsi Program/Kegiatan (Penentapan
Program/Kegiatan)

Kegiatankegiatan dalam program lomba sekolah
sehat yang sudadiusulkan dalam agenda kegiatan adalah
penilaian terhadap Tim Pembina UKS setiap kecamatan terkait
dalam pembinaan dan pemantauan sekolah, penilaian Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat di sekolah, penilaian terhadap
kebersihan sekolah terkait aspek sarprasarana sekolah,
serta penilaian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di
sekolah. Kegiatan dalam agenda tersebut kemudian
dilaksanakan langsung oleh Tim Pembina UKS dan Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berdasarkan keputusan
bersama dan juga pechan pelaksanaan program kerja UKS.
Posisi dinas pendidikan dasar dalam tahap ini hanya sebagai
pelaksana program, karena kegiatan UKS yang dibuat pada
tahun ini adalah program yang sama seperti tahbuan
sebelumnya. Pernyataan ini didukung hasil wawanpaneliti
dengan SP yang mengatakan

AKegi at an | omba sekol ah

berdasarkan pedoman atau ketentuan degery) dibuat
pada tahun lalu dan disetujui oleh forum padat rapat
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koordinasi TP UKS. 0 (Hasil waw
tanggal 21 Maret 2016)

Pethal tersebut diperkuapula oleh SS yang menyampaikan
bahwa,

AfKegiatan dalam | omba sekol ah
itu selalu sama seperti tahtathun sebelumnya, kami
berpathokan pada borang penilaian lomba tingkat
nasional. (Hail wawancara dengan SS pada 5 April

2016)

IH juga menyampaikan hal yang sama yaitu

fikami dinas ini sesungguhnya hanya sebagai
implementator saja untuk program lomba sekolah sehat,
rangkaian kegiatan lombaditentukan sesuai dari
pedoman kegiatan lomba gikat nasional. Kami ini
sebagai fasilitator. Untuk masalah siapa yang
menilaipun sudah ditentukan pusat bahwa kami dibantu
dengan dinas kesehatan kabupatétas{l wawancara

dengan IH pada 25 Maret 2016)

Jadi, berdasarkan ketiga narasumber damangulkan
bahwa kegiatan lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Bantul
disesuaikan mengikuti pedoman instrumen penilaian (borang)
lomba sekolah sehat tingkat nasional.Siapa yang
bertanggungjawab atas implementasi, sistem, dan juri sudah

ditetapkan oleh pusa

Berikut skema atau gambaran yang menjelaskan secara singkat
mengenai interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar
dalam Program Lomba Sekolah Sehat di Dinas Pendidikan

Dasar Kabupaten Bantul.
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Interpretasi Program Lomba
Sekolah Sehat

A 4

Penyusunan Formulasi Adopsi
Agenda Kegiatan Kegiatan
Berdasarkan Tidak melakukan Tidak melakukan
penilaian lomba (seperti tahun (dilakukanoleh
tingkat nasional sebelumnyh pusat)

Gambar 7.Tahap Interpretasi Program Lomba Sekolah
Sehat. (Temuan penelitian)
2) Pengorganisasian

Lomba sekolah sehat adalah salah satu program di bawah
tanggung jawab Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten
Bantul.Pelaksana program ini adalah TP UKS Kabupaten, Dinas
Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, BLHian Puskesmas.
Sedangkan pelaku program adalah sekolah. Tujuan diadakan lomba
ini adalah untuk nmberikan motivasi dan stimulantintuk
meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap unsur yang
terkait dalam program UKESumber Laporan UKS Tahun 2015).
Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh IH
sebagaimana berikut:

ATugas kami sekretariat Kabupat

Pendidikan Dasar adalah melaksanakan tugas yang sudah

diberikan oleh pusat.Kami melaksanakan program

berdasarkan pedoman. Dalam parg lomba sekolah sehat

ini menjadi tanggungjawab utama kami selaku dinas

pendidikan memberikan pendidikan, pelatihan, dan

pembinaan dalam berperilaku hidup bersih, dan sehat

sebagaimana tujuan program ini, tetapi bukan hanya itu

saja. Dalam melaksanakam=niami juga dibantu oleh dinas
kesehatan. Misal, dalam lomba itu yang dinilai bukan hanya
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UKS saja, tapi juga kebersihan dan kantin yang sehat, kami

dibantu oleh dinas kesehatan dan Puskesmas setempat
dalam menyiapkan kebutuhan perlombaan. Kemudian

untuk Ingkungan sekolah yang bersih dan hijau kami

dibantu oleh BLH dalam hal penanaman pohon dan
penyediaan tempat sampah. 0o( Hasi
pada 25 Maret 2016)

Senada dengan pernyataan yang disampaikan IH, SP juga
menyebutkan bahwa

ADal am | amdelkat keterlibadah lintas sektoral ini
begitu kentara sekali, bukan hanya dikdas saja yang
bekerja, tetapi hampir seluruh sektor terlibat bahu
membahu menyiapkan sekolah yang akan mewakili
kabupaten dalam perlombaan sekolah sehat tingkat
nasional, sepérdinas kesehatan, BLH, puskesmad, dinas
sosial, dan sebagainya. Hanya saja untuk masalah anggaran
ini melekat pada kami dinas pendidikan. Khusus untuk
pohon, tambahan gentong sampah, biasanya sekolah
mendapat bantuan dar.i BLHO ( Has
pada 23 Maret 2016)

Berkaitan dengan tujuan program, MG menambahkan sebagaimana

berikut:
AProgram | omba sekolah sehat i
program UKS yang engintegrasikan prograiin program
dari lintas sektor terkait dalam suatu wadalang
mempunyaitujuan untuk reningkatkan pola hidup dan
lingkungan sekolah sehat dengan sasaran sekaakolah
yang ada di Kabupaten Bantplada khususnyao (
wawancara dengan MG pada 5 April 2016)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan

dalam tahap pengorganisasian program lomba sekolah sehat

terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksana, dan evaluasi.

Pada tahap pelaksana terdapat pelaksana, pelaku, dan sumber dana
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program. Padaahap pelaksanaan terdapat bagaimana pembagian
tugas pihak terkait. Pada tahap evaluasi terdapat sistem penilaian
program. Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara
singkat mengenai tahap pengorganisasian program UKS di Dinas

Pendidikan Dasar Kabafen Bantul:

Pengorganisasian

Program Lomba
Sekolah Sehat

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
1. Pelaksana: TP 1. PBHS: (Penilaian)

UKS Kab., sekolah,

D!kdas, dinkes 1. Penilaian

Puskes.mas sekolah dan Juri Kab.
2. Pelaku: BLH

sekolah ]
3. Sumber 3. Kebersihan

anggaran: dan kantin:

dana BPAD sekolah dan

puskesmas

Gambar 8. Tahap Organisasi Program Lomba Sekolah Sehat
(Temuan PenelitianSumber Wawancara dan
Dokumentasi)
3) Aplikasi
a.) Sasaran, Waktu dan TempatPelaksanaan
Sasaran Lomba Sekolah Sehat adalah seluruh SD/MI di

kabupaten Bantul yang sudah menjadi 3 besar terbaik. Lomba

ini dilaksanakan dinas pendidikan dasar, dibantu oleh dinas
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kesehatan, BLH, dan puskesmas sekitar pada Bulan Agustus
dari tanggal 1412 Agustus 2015 di SD Ngebel Kasihan, SD 1
Trirenggo Bantul, dan PlebengafSumber Laporan UKS
Tahun 2015)Berdasarkan hasil wawancara dengan SS, beliau
mengatakan bahwa,

ALomba sekolah sehat untuk tir
setiap Bulan Oktober tiap hannya, untuk itu kami
mempersiapkan wakil sekolah dari kontingen Bantul

dengan menyelenggarakan lomba sekolah sehat tingkat
kabupaten pada beberapa bulan sebelumnya.Tahun lalu

kami mengadakan lomba pada bulan Agustus kisaran

tanggal belasan, anda dapat liee pada laporan

kegiatan tahun lalu.Kami melaksanakan lomba selama

dua hari di tiga tempat, yaitu SD Ngebel, SD Trirenggo,

dan SD Plebengan. Setelah tim juri menilai tiga sekolah

tersebut, keluarlah hasil bahwa SD 1 Trirenggo
memperoleh skor terbakk dane nj adi (fagilar a 1. 0
wawancara dengan SS pada 5 April 2016)

BU dalam wawancaranya juga menambahkan bahwa,

APer |l ombaan i ni di |l aksanakan
menjadi kandidat 3 besar setelah memenangkan lomba

sekolah sehat tingkat kecamatan, setelah — murni

diseleksi dan dinilai oleh tim juri dari dikdas, dinkes,

dan pemerintah kabupaten Bantul diperoleh hasil SD 1
Trirenggo yang menjadi juara pertama, dimana sekolah

tersebut menjadi wakil kabupaten Bantul ditingkat SD
untuk maju ke | omba sekolah s
(Hasil wawancara dengan BU pada 7 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
sasaran dari adanya program ini adalah 3 sekolah terbaik,
dimana yang mendapatkan juara 1 akan mewakili kabupaten
ditingkat nasional. Dalam melaksanakan program lomba

sekolah sehat ini Dinas Pendidik@rasar Kabupaten Bantul
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tidak melaksanakannya sendiri tetapi dibantu juga oleh dinas

kesehatan, BLH, dan Puskesmas. Berikut tabel dan skema atau
gambar yang menjelaskan secara singkat mengenai tahap
pengorganisasian program UKS di Dinas Pendidikan Dasar

Kabupaten Bantul:

Tabel 4. Jadwal Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten
(Temuan Penelitian

No Hari/tanggal Waktu Lokasi verifikasi

1. | Selasa, 1-B-2015| 10.30i 13.00 | SD Ngebel , Kasihan
2. | Rabu, 128-2015 | 07.30i 10.00 | SD1

3. | Rabu, 128-2015 | 10.307 13.00 | Trirenggo,Bantul
SD Plebengan,
Bambanglipuro

(Sumber: Wawancara dan dokumen penelitian)

Setelah dilakukan penilalaLomba Sekolah Sehat oleh Tim
Juri, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Lomba Sekolah Seha{Temuan Penelitian

No NamaSekolah Kejuaraan Jumlah
Nilai
1 | SD 1 Trirenggo , Bantul I 617
2 | SD Ngebel , Kasihan Il 608
3 | SD Plebengan, [l 607
Bambanglipuro

(Sumber: Dokumen penelitian)
Jadi dapat peneliti simpulkan mengenai tahap aplikasi
lomba sekolah sehat dalam skema aambar sebagai berikut

ini:
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LOMBA SEKOLAH SEHAT

Sasaran Pihak Terkait

Dikdas, dinkes, BLH,
puskesmas

3 sekolah terbaik

Gambar 9. Skema Tahap Aplikasi Lomba Sekolah Sehat
Temuan Penelitian

b.) Nilai-nilai yang diperoleh

Adanya program lomba sekolah sehat ini mendorong

pengimplementasian pengetahuan, pelatihan, dan penanaman

pola hidup sehat dalam kehidupan sehari baik dalam

lingkungan  sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh SS seperti berikut:
A P el aak gegram ini bukan hanya perlombaan
semata, di dalamnya terkandung makna yang
bermanfaat untuk semua pihak terkait terutama bagi
sekolah dan siswa yang menjadi sasaran utama program
ini, misalnya untuk berperilaku hidup bersih dimana
saja, bukan sekedanengetahui tetapi juga memaknai
dan menerapkannya dalam kehidupan sdharir i O .
(Hasil wawancara dengan SS pada 5 April 2016)

Sama halnya yang disampaikan oleh IH bahwa program lomba

sekolah sehat ini menanamkan nilai kepedulian dan cinta

lingkungan, seperti dikutip dari hasil wawancara sebagai

berikut:

AAdanya program ini di harapkan
warga sekolah terutama para siswatuk menjaga
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lingkungannya sepertilalam membuang sampah pada

tempatnya,sarana prasarana sekglaja ikut dirawat
dengan baik,ikut serta dalamkegiatan memelihara
wawancar a

lingkungan 0o
Maret 2016)

(Hasi |

denge

Program Lomba Sekolah sehat juga menanamkan nilai

kejujuran, sebagaimana pernyataan yang ditambahkan oleh SB

sebagai berikut:

Al ni

b u k a n ngappkdnu nilai  keloeesihan,

kepedulian, menyanyangi tanaman saja, tetapi juga
berlatin tentang nilai kejujuran, karena sekolah yang
mengikuti lomba, sepatutnya selalu menjaga kebersihan,
kerapihan, fasilitas yang ada setiap saat, tidak hanya saat

event

per o mbaan

ni

di sel

wawancara dengan SB pada 25 Maret 2016)

enggar

Pernyataaipernyataan di atas, menjelaskan bahwa lomba

sekolah sehat, bukan sekedar program perlombaan saja, tetapi

juga

mempunyai

nilanilai yang terkandung didalamnya

sepertinilai kepedulian, cinta lingkungan, kejujuran, dan juga

nilai kebersihan.Berikut skema atau gambar secara singkat

mengenai tahap aplikasi program Lomba Sekolah Sehat

Aplikasi

Lomba Sekolah Sehat

Setting.
1. SasaranSDdi

Kabupaten Bantul

2. Waktu : Bulan
Agustus 2015

1.

2.

3.  Tempat Pelaksanaan 3.

-SD Ngebel
-SD Trirenggo
-SDPlebengan

Hasil Lomba

Juara 1 SD
Trirenggo

Juara 2 SD Ngebel
SD Plebengan

Gambar 10. Tahap Aplikasi Program Lomba Sekolah Sehat

Nilai-nilai

1. Kepedulian

2. Cinta lingkungan
3. Kebersihan

4. Kejujuran

(Sumber Wawancara dan Dokumentasi)

76



4) Evaluasi
Evaluasi program lomba sekolah sehat menjadi
tanggung jawab dan wewenang pemerintah, terkait hal ini
adalah dinas kesehatan didampingi oleh Tim Pembina UKS
Kabupaten Bantul. Sebagaimana disampaikan oleh BU
sebagaimana berikut:

AUNt uk eval uasi progr@am | ombz:
merupakan wewenang pemerintah, namun Yyang
bertanggungjawab menggelar evaluasi adalah dinas
kesehatan, karena biasanya pelaksanaan evaluasi ada di

dinas kesehatan. Evaluasi yang dilakukan adalah

melihat masalah apa saja yang terjadi selama
pelaksanaanrpgram, kemudian tingkat keterlaksanaan
programnya ¢Hagl avawancanaadersyano

BU pada 7 April 2016)

Senada dengan SP berkaitan dengan evaluasi program lomba
sekolah sehat, beliau menyampaikan bahwa,

AEval uasi dil akukanusuhtékh di nas
program lomba sekolah sehat ini, dilakukan setelah
pengumuman pemenang lomba atau pada akhir tahun

setiap tahunnya. Kami dari dinas pendidikan hanya
menyampaikan kendala apa saja yang terjadi selama
pelaksanaan. Ketika masalatasalah sudah dievalsi

baru kemudian, kami anggota TP UKS memberikan
keputusan atau saran(Hasier kai t
wawancara dengan SP pada 25 Maret 2016)

IH menambahkan terkait mengenai evaluasi program lomba
sekolah sehat sebagai berikut:

ALomba s ek okan merupakandotnba iyang
dilaksanakan dari mulai tingkat kecamatan, kemudian
ke tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat
provinsi, hingga ketingkat nasional. Maka, untuk cara
evaluasi dan evaluatornya juga berbeda tergantung
wilayah. Untuk dikdas seiril kami hanya sebagai
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fasilitator, dinkes kabupaten yang berhak mengevaluasi
hanya pada tataran kabupaten saja, untuk mencari
sekolah terbaik yang akan dikirimkan lomba tingkat
nasional. Untuk tingkat nasional, kami tidak
mengevaluasi. Justru kami yangvhluasi oleh pusat,
berdasarkarkriteria-kriteria pada instrumep e ni | ai an. 0
(Hasil wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)
Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber di atas,
dapat ditarik simpulan bahwa sistem evaluasi dan evaluator
lomba sekolalsehat tiap tingkat berbeda. Dinas pendidikan
dasar bertugas sebagai fasilitator dan dinas kesehatan menjadi
evaluator lomba di perlombaan sekolah sehat tingkat
kabupaten sesuai dengan pedoman pusat. Sedangkan untuk
tingkat nasional dikdas tidak melakukarvakiasi atau
penilaian kepada sekolah, yang berhak menilai atau
mengevaluasi adalah pusat.
Berikut skema atau gambar yang menjelaskan secara

singkat mengenai tahap evaluasi pada lomba sekolah sehat di

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:

TAHAP
EVALUASI
A 4
Alat Evaluasi Evaluator Fasilitator
Istrumen/borang Dinas Dinas Pendidikan
penilaian Kesehatan Dasar

Gambar 11. Skema Tahap Evaluasi Program Lomba Sekolah Sehat
(Temuan Penelitian
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b. Program Lomba Dokter Kecil
1) Interpretasi
Dokter kecil adalah siswa yang memenuhi kriteria dan telah
terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan
peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga dan
lingkungannya.Tujuan utama Tim Pembina UKS mengadakan
lomba ini adalah unmk meningkatnya partisipasi siswa dalam
program UKSyang dapat mnjadi penggerak hidup sehat di
sekolah,di rumah dan lingkunganng&rtadapat menolong dirinya
sendiri, sesama siswa dan orang lain untuk hidup sehat.
Sebagaimana disampaikan oleh SP seald@géut:
A Kami mengadakan | omba dokter
kebijakan dari pusat, tetapi memang dirasa penting untuk
menyelenggarakan lomba dokter kecilsebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kemandiriapeserta didik
unt uk hi dup avanbasatdengan SH@adai2B8 w
Maret 2016)
Selain itu lomba dokter kecil diadakan oleh Tim Pembina UKS
agar tercipta kaderkader siswasekolah yang sehat dengan
pembiasaan perilaku yang disiplin sejak diang kemudian dapat
dicontoh oleh sekolakekolah lan juga sebagai penentu wakil
kabupaten dalam lomba dokter kecil tingkat nasional. Sebagaimana
ditambahkan oleh IH,
AiLomba dokter kecil i ni bukan
menilai sekolah seperti yang diketahui orang pada
umumnya, dengan adanya lomba ini sebagaa yang

diharapkan tercipta kadémader sehat diekolah yang sehat
dengan pembiasaan rgaku yang disiplin sejak dini
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sekaligus kami mencari wakil kami untuk maju ditingkat
nasional .o (Hasi/l wawancara det
2016)
Tim Pembina UKS dabinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
sebelum melaksanakan kegiatan lomba dokter kecil perlu
memperhatikan ahaptahap yag dilakukan dalam interpretasi
yaitu tahap penyusinan agenda, formulasi kegiatashan adopsi
kebijakan. Penjelasnnya adalah sebagaikut:
a) Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda dilakukan dinas untuk membantu
mengidentifikasi masalamasalah guna merancang peluang
peluang kebijakan program, atau kegiatataru Agenda
kegiatan yang disusun untuk program lomba dokter kecil
tingkatkabupaten adalah:
1) Tes tertulis
2) Tes wawancara
3) Tes mengarang tentang UKS dan UKGS
4) Penyuluhan tentang UKS dan UKGS
5) Tim Juri berasal dari dinas pendidikan dasar dibantu oleh
dinas kesehatan. (Sumber Dokumen Pedoman Pembinaan
dan Pengembangan UKS)
Pelaksanaa lomba sekolah sehat tingkat kabupaten biasa
dilakukan pada bulan April mengingat lomba dokter kecil

tingkat nasional biasa dilakukan setiap bulan Oktober.
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(Sumber: Laporan kegiatan UKS tahun 201Sebagaimana
disampaikan oleh BU selaku koordinator bigaperlombaan
menambahkan bahwa,
ALomba dokter kecil tingkat k
kegiatan dan penilaiannya sama dengan lomba yang
tingkat nasional.Kegiatannya dibagi dalam beberapa
tahap yaitu tes tertulis dan praktek.Lebih jelasnya yaitu
tes tertulis,tes wawancara, praktek penyuluhan, dan
menmbuat makal ah tentang UKS.
dengan BU pada 7 April 2016)
IH menambahkan mengenai agenda kegiatan lomba sekolah
sebagai berikut:
AKegi at an yang lodbatokterikécd n dal a
harus melalui béerapa tahapan dan berjenjang, yaitu
lomba sekolah sehat tingkat kecamatan kemudian baru
ditingkat kabupaten/ kota, setelah dékian ada penilaian
di tingkat ProvinsiBertindak sebagai juri adalah kami

dinas pendidikan dibantu oleh dinas kesehatan.(Hasil
wawancara dengan IH pada 23 Maret 2016)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lomba dokter kecil,
agenda kegiatan yang dilakukan antara lain. Kegiatannya
dibagi dalam beberapa tahap yaitu tes tertulis piaktek.
Lebih jelasnya vyaitu tes tertulis, tes wawancara, praktek
penyuluhan, dan menmbuat makalah tentang UKS.Agenda
kegiatan tersebut ada berasal dari prosedur lomba untuk tingkat

nasional.
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b) Formulasi Program/Kegiatan
Formulasi kegiatan untuk programniba dokter keciterjadi
saat rapakordinasi TP UKS yang diikutseluruh anggota TP
UKS Kabupaten BantulUntuk Kegiatan lomba dokter kecil,
dinas pendidikan dan Tim Pembina UKS tidak melakukan
proses formulasi kegiatan seperti yang sudah disebut dalam
tahap penyusunan agenda. Sebagaimana yang disampaikan
olehIH sebagai berikut:

APada saat rapat koordinasi,
Bantul menyampaikan usularsulan kebijakan dan
program kerja, tetapi tidak semua bisa disetujui karena
sebenarmya kebijakan K& kewenangannya ada di
Pemerintah Pusat, kewenangan di daerah hanya
menjalankan prografprogram yang sesuai dengan
pedoman yang sudah adgegitu pula untuk kegiatan

kegiatan yang dilakukan dalam lomba ini, kegiatan
tersebut pure kami contoh dari prosedupenilaian

lomba tingkat nasional. ( Ha s i | wawancara d
pada 23 Maret 2016)

Seperti halnya yang disampaikan oleh MG dalam
wawancaranya sebagai berikut:

A Rlam rapat koordinasi tahunan selalu ada koordinasi
dena@n pihakpihak terkait, seperti TP UK Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag, BLH, dan lainnya
untuk mengembangkan dan menentukagiatan apa
yang akan dilaksanakan sesuai dengan solusi untuk
memecahkan permasalahan UK&api, semua
keputusan akhir diserahkan kembali pada pemerintah
pusatyang mempunyai wewenang, biasanya kami hanya
tinggal melaksanakan program yang sudah ada atau yang
sudah ditentukan, kegiatan dalam lomba ini kami hanya
mengikuti  prosedur penilaian  lomba tingkat
nas i (Hasd Wwawancara dengan MG pada tanggal 17
Maret2016).
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Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan SK yang
menambahkan bahwa,

i Bdoman pelaksanaaseluruh program kerjdJKS

termasuk lomba sekolah sehat miinas pendidikaaan

sekolah tidak bisa terlepas dari rambtambu yang
telah diberikan oleh pusatkami hanya bertugas
menampung usulan sekolah dan menjalan program yang
sudah ditentukan pus@ilasil wawancara dengan SK

pada tanggal 5 April 2016)

Jadi, berdasarkan beberapa hasil wawancaratas dapat
disimpulkan bahwa pada tahap formulasi kegiatan, dinas
pendidikan dasar dalam menentukan, mengembangkan, dan
melaksanakan lomba dokter kecil sudah berdasarkan pedoman
yang sudah diberikan oleh pusat dan mencontoh bentuk
kegiatan untuk lomba selad sehat tingkat nasional

Adopsi Program (Penetapan Program)

Kegiatankegiatan dalam program dokter kecil yang
sudah diusulkan dalam agenda kegiatan adalah tahap tes
tertulis, wawancara, membuat makalah mengenai UKS, dan
praktek memberikn penyuluhan. effiatan dalam agenda
tersebut kemudian dilaksanakan langsung oleh Tim Pembina
UKS dan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
berdasarkan keputusan bersama dan juga pedoman pelaksanaan
program kerja UKS. Posisimhs pendidikan dasalalam tahap

ini hanya sebagai pelaksana program, karena kegiati$s

yang dibuat pada tahun ini adalah program yang sama seperti
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tahuntahun sebelumnya. Pernyataan ini didukung hasil
wawancara peneliti dengan SP yang mengatakan

AKegiat an | omba dokter keci l
lomba sekolah sehat, ditetapkdoerdasarkan pedoman

atau ketentuan sepeytang dibuat pada tahun lalu dan

disetujui oleh forum padasaat rapat koordinasi TP

UKS. 0 (Hasil wawancara dengan
Maret 2016)

Peihal tersebut diperkuapula oleh SSyang menyampaikan
bahwa,

AfKegiatan dalam | omba dokter |
itu selalu sama seperti tahtathun sebelumnya, kami

berpathokan pada boraang penilaian lomba tingkat
nasional.Sama persis dengan lomba sekolah sehat.

(Hasil wawancaraehgan SS pada 5 April 2016)

IH juga menyampaikan hal yang sama yaitu

fikembali kami menjawab bahwa kami dinas ini
sesungguhnya hanya sebagai implementator saja untuk
program lomba dokter kecil, rangkaian kegiatan lomba
ditentukansesuai dari pedoman kegiatlomba tingkat
nasional. Kami ini sebagai fasilitator. Untuk masalah
siapa yang menilaipun sudah ditentukan pusat bahwa
kami dibantu dengan dinas kesehatan kabupatisil(
wawancara dengan IH pada 25 Maret 2016)
Jadi, berdasarkan ketiga narasumberatdasimpulkanbahwa
kegiatan lomba dokter kecil tingkat Kabupaten Bantul
disesuaikan mengikuti pedoman instrumen penilaian (borang)
lomba dokter kecil tingkat nasional. Siapa yang
bertanggungjawab atas implementasi, sistem, dan juri sudah

ditetapkan olelpusat.

Berikut skema atau gambaran yang menjelaskan secara singkat

mengenai interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar
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